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Ambon dapat diterbitkan.
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Kegiatan ini dilakukan untuk sebagai tindak lanjut
Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk mendorong percepatan
dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini keberadaan Pokja PKP
sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan, mensinkronisasikan arah kebijakan dan
strategi program daerah lintas sektor terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah Kota Ambon yang optimal.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi
baik dari Dinas PKP Kota Ambon , Bappeda Kota Ambon , Ketua Pokja Kota Ambon, seluruh
peserta tamu undangan, Tenaga Ahli ( Perencanaan,Kelembagaan dan Pendataan ), TIM BP2P
Maluku serta para panitia kegiatan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah
saling membantu dalam mensukseskan pelaksanaan kegiatan “ Diseminasi Data Demand-
Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun
2023".

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan Maluku

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
NIP. 19691218 1996603 1 005
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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan kawasan permukiman dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah termasuk dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, memberi
konsekuensi adanya keharusan pada setiap tingkatan pemerintahan  untuk
menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP). Pemerintah pusat
maupun daerah perlu menyelenggarakan PKP karena dapat mendukung penataan dan
pengembangan wilayah, menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sistem, dan budaya,
dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau. Pemerintah dalam
penyelenggaraan PKP berorientasi pada pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan
bidang PKP, yang tercermin pada aktivitas perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan
pengawasan. Pemerintah menentukan target capaian yang akan dipenuhi di wilayah kerjanya,
dan dalam hal ini pemerintah menyusun strategi pemenuhan dengan melibatkan berbagai
para pemangku kepentingan yang ada. Pemerintah juga menyusun sejumlah kebijakan dan
aturan untuk memayungi atau menjadi panduan dalam implementasi program/kegiatan yang
telah disusun dan juga untuk mendorong optimalisasi peran dari para pelaku pembangunan
ikut terlibat dalam pembangunan bidang PKP (pemerintah sebagai enabler). Pemerintah juga
menjadi provider dalam pemenuhan akses layanan bidang PKP tetapi melihat bahwa
anggaran pemerintah terbatas, maka peran pemerintah sebagai fasilitator/enabler sangat
penting agar pihak non-pemerintah dapat berperan aktif memberi kontribusi nyata dalam
penyediaan layanan bidang PKP bagi masyarakat. Pemerintah pun melakukan pengendalian
dan pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.

Perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai urusan pemerintahan konkuren dan
termasuk urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana
tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan
yang sangat kompleks dan bersifat multi sistem. Penanganan urusan PKP tidak bisa ditangani
secara sendiri, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan kolaboratif
dari pusat hingga daerah. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 54 mengamanatkan adanya upaya
mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa kelompok kerja perumahan dan kawasan
permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan. Keberadaan Pokja PKP
diharapkan dapat meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan kolaborasi berbagai
sistem pada pengembangan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan terkait PKP sehingga
penyelenggaraan PKP menjadi lebih efektif dan efisien.

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan
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Urgensi Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan
dasar manusia yang dilaksanakan dengan berbagai fungsi strategis, yaitu diantaranya sebagai
pusat pembentukan karakter bagi keluarga, pelestarian budaya, serta peningkatan kualitas
pada generasi yang akan datang. Selain itu, pelaksanaan pembangunan perumahan dan
permukiman dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat yang
dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Pada
implementasinya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia
mengalami berbagai tantangan, diantaranya meliputi rumah tidak layak huni, permukiman
kumuh, backlog, dan tantangan perumahan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan
perumahan dan permukiman tersebut, pemerintah menetapkan target pembangunan yang
termuat pada rencana jangka panjang dan menengah nasional yang didapatkan berdasarkan
data demand masyarakat terhadap perumahan, data supply perumahan, serta data lainnya
yang menunjang terwujudnya jumlah target pembangunan pada suatu wilayah. Sehingga
untuk mendapatkan target perumahan dan terpenuhinya jumlah perumahan yang baik, maka
dibutuhkan kegiatan pendataan yang komprehensif terkait perumahan dan kawasan
permukiman pada masing-masing wilayah yang ada khususnya di Provinsi Maluku.

Pada penerapannya, kegiatan pendataan yang dilakukan ini mengalami berbagai kendala
seperti terbatasnya informasi yang didapatkan, serta sulitnya mendapatkan data yang
bersumber dari Kabupaten/Kota. Untuk memudahkan terpenuhinya data tersebut,
pemerintah melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan ( BP2P ) melakukan pendataan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai langkah untuk mengkolaborasikan,
mensinkronkan, dan mengkoordinasikan program serta kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan perumahan dan kawasan permukiman pada masing-masing provinsi. Pendataan
terkait perumahan dan permukiman pada lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Provinsi Maluku- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat dilaksanakan oleh Tim
Ahli Perencanaan dan Pendataan (TAPP) Provinsi Maluku dengan melibatkan berbagai dinas
serta perangkat daerah yang kemudian dikoordinasikan melalui Kelompok Kerja
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).

Mengingat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 131 bahwa pelibatan peran
masyarakat dalam penyelenggaraan PKP berupa pemberian masukan, disampaikan melalui
Forum PKP dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 54 dan Pasal 84 yang
mengindikasikan perlunya ada Forum PKP dalam mendukung penyelenggaraan PKP, dengan
demikian pembentukan Forum PKP menjadi hal yang tak terelakkan untuk mewujudkan
penyelenggaraan PKP yang efektif dan efisien. Amanah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 dengan hadirnya Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan (BP2P) sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Perumahan dalam
melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan di daerah agar
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penyelenggaraan perumahan lebih tepat guna dan tepat sasaran. Kegiatan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Maluku
pada Tahun 2023 mempunyai beberapa fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja
PKP di daerah; dan 2) Pembinaan Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP, 3)
Pendampingan terkait dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman ( RP3KP).

Peningkatan kemandirian Pokja PKP dititik beratkan pada pembentukan/restrukturisasi
Pokja PKP dan pembentukan Forum PKP berikut program kerjanya sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam
Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan Permukiman , serta pemantauan dan mendorong
penerapan SPM bidang perumahan melalui Pokja PKP Provinsi dan Pokja PKP Kabupaten/
Kota. Terkait Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP dititikberatkan pada
mendorong kemandirian Dinas PKP provinsi dan Dinas PKP kabupaten/kota dalam
pengumpulan dan pengelolaan data PKP, pengumpulan data koordinat kegiatan Ditjen
Perumahan dalam rangka mendukung kegiatan Kebijakan Satu Peta , pengorganisasian dan
pendokumentasian data perumahan ke dalam Sistem Informasi Bantuan Penyediaan
Perumahan (SIBARU), Kolaborasi data dan informasi sistem terkait PKP dan melakukan
konsolidasi data PKP. Kemudian terkait pendampingan RP3KP dititikberatkan pada
pendampingan penyusunan-review/pengecekan kualitas dokumen RP3KP sedang atau sudah
disusun - pendampingan penyusunan Ranperkada/Ranperda (RP3KP ) serta sosialisasi RP3KP
hingga monitoring status RP3KP Prov/Kab/Kota.

Melihat urgensi tersebut dan sebagai tahap lanjutan dalam pelaksanaan kegiatan
perumahan dan kawasan permukiman agar maksimal dan tepat guna , maka Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku perlu melakukan kegiatan di kab/kota yang ada di
Provinsi Maluku dengan pembahasan yaitu terkait “ Diseminasi Data Demand-Supply
Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 ”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan-Kawasan
Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 diselenggarakan dengan maksud dan tujuan dapat
dijelaskan pada sub bab berikut :

1.2.1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan
Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 dimaksudkan sebagai
upaya tindak lanjut Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran
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Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta untuk
mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) dalam hal ini
keberadaan Pokja PKP sebagai wadah yang berfungsi mengkoordinasikan,
mensinkronisasikan arah kebijakan dan strategi program daerah lintas sektor terkait dalam
rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di
daerah Kota Ambon yang optimal.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi
Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 ini adalah:
1. Mendorong kapasitas kelembagaan di Kota Ambon.
Memberikan pendampingan pembentukan forum PKP.

3. Identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan Basis Data dan
Pencapaian Target Program Sejuta Rumah ( PSR).

Mendorong peningkatan ( SPM ) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan.

5. Mendorong pendayagunaan dalam memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen
perencanaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.

6. Dapat membantu koordinasi dan memperlancar tugas dari Tenaga Ahli ( Pendataan,
Kelembagaan dan Perencanaan ) dari Dinas PKP Kota Ambon , Pokja PKP Kota
Ambon dan seluruh perangkat OPD pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (
BP2P) Maluku.

1.2.3. Waktu Penyelenggaraan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan
Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 dilakukan secara offline yang tempat
penyelenggaraannya dengan rincian sebagai berikut:

e Hari Tanggal : Rabu, 14 Juni 2023
e Pukul : 08:30 WIT - Selesai
e Tempat : Ruang rapat Darwin Balai Walikota Ambon

1.2.4. Peserta

Peserta yang hadir dalam Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan
Advokasi Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 terdiri dari :
DPKP Kota Ambon dan Para Staff, Bank BRI, Baznas Kota Ambon, Dinas Sosial Kota Ambon,
Dinas Kesehatan, PDAM Kota Ambon, DLHP Kota Ambon, Perkim Kota Ambon, Dinas P3AMD,
BPS Kota Ambon, BPBD Kota Ambon, PLN, Bank BTN dan TIM BP2P Maluku.

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 4
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BAB II.
POKOK - POKOK PEMBAHASAN PENYELENGGARAN DISEMINASI-ADVOKASI

2.1. Pembukaan dan Arahan

Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan Kawasan
Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023 diawali dengan sambutan dan arahan dari Bpk.
Muhammad Abdullah, S.T selaku Kasie Pelaksana Wilayah | . Adapun point arahan yang
disampaikan terkait dengan menjelaskan tujuan agenda Diseminasi-Advokasi ialah
mendorong kapasitas kelembagaan di Kota Ambon, membantu memberikan pendampingan
pembentukan forum PKP, identifikasi Data Demand-Supply Perumahan dalam Pemenuhan
Basis Data dan Pencapaian Target Program Sejuta Rumah ( PSR ), mendorong peningkatan (
SPM ) Standart Pelayanan Minimal Bidang Perumahan, mendorong pendayagunaan dalam
memaksimalkan RP3KP sebagai dokumen perencanaan perumahan dan kawasan
permukiman yang efektif dan efisien serta dapat berpartisipasi aktiv dalam membantu
koordinasi data dll antara Balai P2P dan Kota Ambon dapat berjalan dengan lancar.

2.2. Optimalisasi Kinerja Pokja PKP dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Perumahan Melalui Forum PKP Kota Ambon.

Materi ini disampaikan oleh TA.Perencanaan dan Kelembagaan Prov.Maluku ( Ahmad
Latupono, S.P ). Didalam materi ini membahas beberapa hal terkait dengan pedoman
dasar hukum ialah:
e UU No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sesuai
perubahannya UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
e UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
e PP No.14 Tahun 2016 Tentang PKP
e Permen PUPR No.12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan PKP
e SE Dirjen Perumahan No. 06/SE/Dr/2022 Tentang Juknis Tata Cara
Penyelenggaraan RP3KP

Pokja PKP adalah kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman yang adalah
lembaga untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan serta mengintegrasikan urusan
pengembangan PKP pada tingkatan masing-masing sedangkan Forum PKP adalah wadah
untuk memperemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan
PKP di daerah. Urgensi Pokja dan Forum Pokja perlu dioptimalkan dikarenakan urusan PKP
sangat kompleks/multisector, terdapat gap dari pelaku kepentingan, koordinasi dan
sinkronisasi antar sektor nampak stagnan apabila pokja/forum tidak optimal, pengawasan dan

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 5
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pengendalian yang lemah, sejumlah dokumen pembangunan didaerah sangat minim dan
beriringan dengan kualitasnya yang rendah.

Keberfungsian Pokja PKP agar optimalkan perlu didasarkan atas 5 indikator penilaian
yakni : aktivitas monitoring, rencana kerja Pokja, seketariat PKP, aktivitas rapat rutin,
dukungan BOP. Evaluasi Kinerja dan Keberfungsian ini berfungsi apabila ke 5 indikator
tersebut dapat terlaksana, namun salah satu saja indicator tidak terlaksana/Sebagian tidak
terlaksana maka otomatis dapat dikatakan Pokja PKP tersebut tidak berfungsi, hal tersebut
dikarena ke 5 indikator tersebut saling memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya

INDIKATOR KEBERFUNGSIAN POKJA PKP

5 indikator :

1.Memiliki Program/Rencana Kerja
2.Memiliki Sekretariat Pokja PKP
3.Dukungan BOP

4. Aktivitas Rapat Rutin

5 Aktivitas Monitoring Rutin

BTSSRI <oanc serunesi | Tioax sereunes:

Pokja akan Pokja akan Pokja akan

dinyatakan dimyatalcan kuranc dinyatakan tidak
berfungsi apabila ::erl’ungs- CLEI berfungsi apabila
- anya memenuhi
telah memenuhi 5 antara I — 4 hanya memenuhi 2
LU e g eI jndikator tersebut. indikator tersebut.

Lebih lanjut disampaikan juga pula terkait struktur Pokja PKP dan Struktur
Pembentukan Forum Pokja PKP yang perlu diperhatikan ialah sebagai berikut :

Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten /Kota
Struktur Pokja PKP

Pembina : Bupsatil Walikota
Pembina Tim Pengarah
Hatis = Pajahat Frsdon Il Srkratariat Naarah
[ Pengarah ] Wakil Ketua : Pejabat Esedon || Bappeda
' I | Anggota : Pejabat Esedon || OPD terkait; DPKP, DPU)
/ | \ Tim Pelaksana
Tim Palak Ketua Pokja PKP ) Katus - Pejabat Esedon Il Bappeda yang membidangi urusan infrastrukiur dan pengembangan wilayah
| Sekretaris
- Sakretaris : Pejahat Esedon Il OFD yang membidangi urusan PKP
I I I 1 Anggota :_Pejabat Eselon Il OPD terkait :
Bidang A: Bidang B: [ BidangC: Bidang D, dsL- a. Perencanaan _
- Koordinalor Koardinaior Koordinalor - Koardinator b. Parumahan dan Kawsasan F
- Anggata « Anggats - Anggata - Anggata c. Pertanshan
Bid. Kebijakan Bid. Teknis PKP  Bid. Kemitraan, Bid. Pemantaan d. Lingkungan Hidup
dan Strategi Kelem & Informasi & Evaluasi Bidanag - Bidang 8. Kebijskan dan Strateai
Tim Sekretarial: b, Teknis PKP
- Pimpinan c. Sanitasi dan Air Minum
\ - Staff d. Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
. Pemantsusn danEvaluasi

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 6
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Struktur Dan Pembentukan Forum PKP

Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:

Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKF;

Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;

Lembaga jasa keuangan (Perbankan);

Asosiasi profesi penyelenggara PEP;

Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;
Pakar di bidang PKP;

Akademisis; dan/atau

Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yvang mewakili konsumen yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP

Jo mpoRn oo

Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:

2.2.1. Hasil Review Kinerja Pokja PKP Kota Ambon

Keberadaan Pokja Kota Ambon secara garis besar terkait kelembagaannya baru
terbentuk sejak Tahun 2020 dan kinerja Pokja Kota Ambon juga hampir sama dengan kinerja
pokja yang lain sangat memperhatinkan, dikarenakan dari awalnya terbentuk sampai 2022 dari
sisi keaktivan dan kegiatan yang dilakukan juga tidak terlalu intens hal tersebut juga
dikarenakan program kerja juga tidak difollow-up serta pertemuan rutin pun tidak pernah.
Dan sepanjang Tahun 2022 hanya baru saja memulai dari sisi komunikasi dan sinkronisasi
program. Melihat hal tersebut untuk Tahun 2023 ini Pokja PKP Kota Ambon perlu dioptimalkan
segera untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor, giatkan penyelesaian penyusunan RP3KP,
segera bentuk Forum Pokja PKP dan perlu turut aktif dalam mendayakan gunakan Pokja PKP
dan Forum PKP dalam mendukung pendataan baseline data perumahan yang up to date.

Keberadaan dokumen perencanaan RP3KP ( Rencana Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman ) merupakan hal penting karena
sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dalam
melaksanakan proses pembangunan untuk mengatasi masalah sektor perumahan dan
kawasan permukiman dalam jangka waktu 20 Tahun kedepan yang lebih baik, terarah dan
tepat sasaran . Dalam menyusun tujuan RP3KP ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

e Disusun berdasarkan isu strategis dan keinginan cita-cita PKP 20 Tahun kedepan
e Bersifat spesifik menggambarkan permasalahan potensi, peluang tantangan PKP dan
mencirikan khasan daerah

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan %
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e Kalimat tujuan disusun dalam satu tangkaian kalimat yang jelas
e Dapat memberi arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RP3KP

Disampaikan juga untuk kab/kota yang telah memiliki RP3KP perlu terus melaporkan
status RP3KP sudah sampai ditahap mana. dan nantinya juga Balai P2P Maluku atas dasar
tupoksi dari Dirjen Perumahan kedepannya akan melakukan penilaian terhadap RP3KP yang
telah dimiliki pada masing-masing kab/kota. Dalam hal ini tata cara pelaporannya:

e Dilakukan oleh Balai/TA dengan berkoordinasi dengan Dinas PKP PKP Prov/Kab/Kota

e Pelaporan menggunakan formast yang sudah disediakan oleh Dit.SSPP secara online

e Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu minggu pertama bulan juni dan
desember

e Pelaporan wajib menyertakan dokumen RP3KP ( progress terakhir dokumen saat
update status )

Disampaikan pula mekanisme membangun kolaborasi dan kiat sinergi titik temu
pemerintah dan masyarakat dapat dilipat pada bagan berikut :

Masyarakat Pemerintah
1. Asosiasi Perumahan; 1. Eksekutif
2. Akademisi
3 DPRD = Daerah
4. LJK (Perbankan - _F"'LIS{EIT. (KSL)
5. Lembaga keagamaan Pemenuhan Akses 2. Legislatif
(BAZNAS, dd) Masyarakat untuk
1. Pengalaman Rumah Tinggal . Kebijakan
2. Imu pengetahuan / Pemb&Anggaran;
teknologi (berjenjang)
3. Program & Dana (CSR) 2. Wilayah, Masyarakat &
4. Program, Dana& Data data
4 Potensi -
Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 8

Kawasan Permukiman di Kota Ambon



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

" PROSIDING APY

Pemerintah Daerah
(pelaksana mandat penyelenggaraan perumahan)

OPD bidang/terkait dengan perumahan

Pokja PKP
Sinergi Pemerintah Pemenuhan akses .
& Masyarakat ~ masy untuk '
mp N perumahan
| Forum PKP |

Kelompok Peduli
{Akademis|, LSM, Asosiasi tokoh masy)

Penyedia Perumahan, LJK

Masyarakat Penerima Program, penerima dampak atas
kebijakan/pembangunan perumahan

Sinergi dan Titik Temu Pemenntah dan Non-Pemernntah dalam Penyelenggaraan PKP |

2.2.2. Isu Permasalahan PKP Kota Ambon

Isu dan permasalahan Pokja PKP Kota Ambon ialah permasalahan mengenai isu lahan
terbatas namun banyak lahan yang legalitasnya belum jelas kepemilikannya, sumber
pembiayaannya yang terbatas dan isu lingkungan yang marak seperti sampah dlll

2.3. Profil Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman ( Pokja PKP ) Kota Ambon

Materi ini disampaikan oleh staff Pokja PKP Kota Ambon. Didalam materi ini disampaikan
beberapa hal terkait dengan :

1. Pokja PKP Kota Ambon secara structural sudah sesuai dengan Permen PUPR No.12
Tahun 2020

POKJA PKP KOTA AMBON
SK Walikota Ambon Momor 325 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Pembina |
Walikota Ambaon
Ketua DPRD Kota Amban

[ Pengarah | Sekretaris Kota Ambon,
—_ Fetwa Komisi (Il DPRD Kota Armbon,
Kadis PUPR, Kepala Bapeda, Kadis DLHP, — |
Kadis DPKP. Kepala BF8D , Kepala Badan
Bernahen Kepala Dinas Perumahan

| Rakyat dan Kawasan
permukiman Kota Ambon

Ketua Pelaksana

Bidang Kebijakan dan
Strategi

Bidang Teknis Perurmahan Bidang Kelembagaan, Bidang Pemantauan dan
dan Kawasan Permukiman Kemitraan dan Informasi Evaluasi

epala oia
Arnbon

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 9
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2. Kinerja Pokja PKP Kota Ambon ( KOTAKU ) mendapat penilaian 50 ( kategori sedang
). Dan untuk rencana kerja Pokja PKP Kota Ambon terfokus untuk penyusunan
dokumen perencanaan serta kolaborasi penanganan kumuh dengan TIM Kotaku-

Ambon.
3. Status keberfungsian Pokja PKP Kota Ambon dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

KEBERFUNGSIAN POKIJA PKP KOTA AMBON

2 Sekretariat
Pokja memiliki Sekretalat (Kantor Dinas Perumahan Rakyat
-/ dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)
_— - Rencana Kerja

(( )) Pokja Memiliki rencana kerja tahunan dengan target
?’ keglatan Skala Kawasan, Skala Lingkungan dan pemenuhan

layanan dasar <80%

Dukungan BOP
Belum Tersedianya dukungan BOP

MONITORING POKIA Pertemuan Rutin
/@ Pokja Kota Ambon belum mempunyal agenda pertermuan

rutin minimal 1 bulan 1 kall. Pertemuan Pokja dilakukan

7 secara Insidentil
& POKIA PKP : BERFUNGSI
/> Monitoring

DUKUNG. BOP POKIA

Pokja Melakukan Monitoring pada keglatan Capalan

Telah Terbentuk nya Pokja PKP sesual Permen PUPR pengurangan Kumuh, Capaian Layanan 80 % dan Kolaborasi

No.12 Tahun 2020 dengan SK Walikota Ambon Nomor
325 tahun 2021

2.4. Capaian Program Sejuta Rumah ( PSR ) dan Perbaikan RTLH di Kota Ambon

Materi ini disampaikan oleh TA.Pendataan Prov.Maluku ( Tila Yespensa Saya,S.P.W.K )
Namun diwakilkan penyampaiannya dari TIM BP2P Maluku. Didalam materi ini disampaikan
peran diseminasi-advokasi terkait pendataan yakni :

e Koordinasi dan menjamin ketersediaan data terkait perumahan yang valid dan akurat
sesuai dengan format basis data perumahan

e Memberikan pendampingan kepada pokja dalam pengumpulan data perumahan

e Mewujudkan kolaborasi dalam pendataan perumahan provinsi dan kab/kota

e Membangun dan mengelola Satu Data Indonesia bidang perumahan

Lebih lanjut disampaikan beberapa pembahasan ialah sebagai berikut :

Urgensi Penyediaan Perumahan yang layak sebagai amanat ( UUD Pasal 28 H ayat 1, UU
No.1/2011, UU No0.39/1999 dan Perpres 3/2016 ), tercapainya SDGS tujuan 11.1, mampu
menyerap banyak tenagakerja, berdampak multiplier efek untuk sektor lainnya dan dapat
berperan penghapusan kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting di daerah.

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 10
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Urgensi Program Sejuta Rumah ( PSR ) merupakan gerakan percepatan dan kolaborasi
antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan para pemangku pembangunan
perumahan dalam menyediakan hunian bagi seluruh masyarakat serta terkhususnya bagi
masyarakat penghasilan rendah ( MBR ) dalam menjangkau kepemilikan rumah yang layak
huni serta agar mampu menekan penurunan angka backlog dan RTLH didaerah maupun
penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan hal ini juga dalam memastikan penargetan 1 Juta
rumah setiap tahunnya dan dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun dasar hukum
pendataan PSR menjadi tanggung jawab bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat daerah:

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

=
" - i £

Pemerintoh Pusaot Pemerintah Provinsi
Pasal 16 huruf b Pasal 17 huruf a
F akan Pemeriniah Provins dalam meloksanakan pembinoan

' W, = MEMDUITYSE WEWenong:

ndon yediokan basis dato Menyusun dan menyediakan basis data perumahan
P ™~ dan P - dan kowasan permukiman pado fingkat provinsi
~am
Pemerintah Kabupaten
> Pemerinich kabupaten/ kota dalom melaksonckon pembinaan
Kota MEMDUTYOT WEWEeNany
Menyusun dan menyediakan basis dota perumahban don kawasan

Pasal 18 huruf a permukiman pada tingkat kabupaten,/ kola

Pelaksanaan PSR tidak dapat berjalan dengan optimal tanpa adanya basis data terpadu
dalam menjamin kualitas data dalam mengambil keputusan yang tepat guna sehingga perlu
adanya dukungan pendataan rill time/up to date dari seluruh stakeholder di lingkup
pemerintahan pusat dan provinsi/kab/kota dan dukungan kolaborasi pelaksanaan realisasi
dengan kolaborasi pendanaan.Dalam hal ini terkait dengan data, apabila data yang tersedia
berkualitas akan membuat keputusan yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat
dan tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat kemungkinan besar akan membuat
kebijakan yang diambil pun menjadi keliru. Adapun struktur data Program Sejuta Rumah ( PSR
) yang perlu diperhatikan untuk dikoordinasi datanya dan pelaksanaannya dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:
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Ruiamab PBG °
Tu et

- e,

—— - | seon PBG
Rumab Pemca. >
Sersun

TAPERA -~ O, XD Mg
Lainnya ° B o Pocartoban Rumen (MER NGO MER|
Pomca. WVIV Sumbmr Anggee
Jmres Program
Penanggungiawab Dana
BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA e
SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA Q o- e

Disampaikan juga terkait dengan Target PSR Nasional sebesar 1.176.830 unit dan Target
Provinsi Maluku 6.036 yang perlu tercapai di Tahun 2023 ini dan hal tersebut juga perlu
menjadi dukungan pelaksanaannya di Kota Ambon. Lebih jelas dilihat pada gambar dibawah

ini:

CAPAIAMN
PROGRAM SEJUTA RUMAH 2023 [MALUKL)

)
]

MER
T

i
't

! BERITA ACARA KESEPAKATAN
TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023

Feagad sirch furia Tasged i SUMe P
Program Sepels Fuven (P50 Tasun 2003
Hare Tanggal Jumal, 17 Masel 2353
Fimpinan Doty Rumiah Umim dan Komersial
Frsana 1. Pars Kopals Bals Poleisans Paredaan PEmansn

4 Pus Kmpal Diras Peymabas den Pemutmean Provars

e harl Jermat tanggal Tujuh Bxslas tulen Meret tahun Dua Ribu Dea Pubih Tiga
(17-03-2022) 9 Hote! Howvosed Tangerang, Ielah diskzansian Pembshasan Taget
dan Siwiegl Peiskzanssn Progrem Seita Rumah (PSR Tahun 2023 dengas has
mysapmicaian sebagm barian

A7 BALAIPRE EALUHI Rhxl
- Prosine abao 51X
- Presins aboby s %253

Keamsantarion Lain
Pumariniah Dasrah
Pargamixng

SR

Wisgarsat
Fangambang
[Er——
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Disampaikan juga terkait mekanisme penyampaian data PSR yang nantinya Balal P2P akan
berkoordinasi namun juga menjadi perhatian bersama PKP Kota Ambon untuk dapat berperan
aktiv dalam menginput data update realisasi PSR setiap bulannya melalui SIBARU ( PSR )

adapun penjelasannnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Tubed 3.4 Srtnce Donis Dutn
A | Dws Somrtaguen " )
© | L - e <N
< | [pSpp— [
o | O Snrarow aturmen Nevrarer w2081 Bove XA
€ | e By O et e b ahan s 1D o X
. s T avget Parrarar. M 3023 2008 o
R | Forme Pevenpnn v Paromen M9 ]

- ALUR MEKANISME PENDATAAN
~ PROGRAM SEJUTA RUMAH
Vabidasi oleh 1. APEN (Rusun dan
= Crar “
ulnd,\.m“‘ Non PEG)
data & Validas cleb ) 1. KLl
m&m féﬁf;\?ﬁﬁi . 2. APBD (Rusun, Russ,
SE e
5. Masyarakat
=
Nota Dinas
i —
Prosiden
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APLIKASE INPUT DATA PROGRAM SN MEMEANGLN NGRS
SATU JUTA RUMAH www.programsatujutarumah.pu.go.id

V5 Dta Program Saty.Jets At BT B3

Input data secars bulaman can input data penambaham o bultan berjatan
Misal: roalisasi bulan Januari SO unit, tambaran realisas d bulan Febnaan 25 unit. Maka
input di Bulan Fabruael = 35 it BUKAN 75 unit (S0+25 unk)

BP2P
QNANIUNAIR caan PSR pacls BP2P backewatin

hiwa mm:m dats PSR secars online dan Inri.lh nhlybdn.
Non sikumb, dlam data Non PBG & m e ambunsiur baodaserban

untuk meres ealiasl perdangunan RUSUN dan RUSUS d

Rekapan Bulanan Realisasi secara

berkala {iap bulan: Dirjen 4 lum cptemal sonr BP2P secara aktif membantu pengisian melalui akuen pemda secara

Theae &

Perumahan > Menteri PUPR >
Setwapres

ealan target pend. PSR par Provinsl di

uia pade aphkasi pendataan PSR perfu diengkaps dongen upload bkt validasi/persetyuan
Kepals BP2F

Pemda (Pemproy / Kabupaten & Koto)

Pamcia purlu berpactie aktif urruk gl b rumah di Wilaysheya pada aplikasi pend.
P'Sto.zmbofiahwhaphﬁ.\,nmimktmdmm

dirgns onlre pada R peru diengkap dengen upload bkt vabdasiperseaguan

3. yang menangan 'K di _.u:.:

Terkait dengan kelengkapan penyampaian data baseline masih terdapat data yang belum
lengkap sedangkan untuk progress pelaksanan PSR di Kota Ambon tetap harus ditingkatkan
karena kondisi kekumuhan di Kota Ambon masih 130 Ha ( Sumber: Data Baseline Kotaku-
BPPW Kota Ambon ) dan juga kondisi Demand yang tinggi ( 25.000 unit ) tidak sebanding
dengan supply yang baru hanya berjalan 157 unit sehingga perlu komitmen bersama giatkan
lagi realisasi dengan dukungan Pemda dan OPD yang ada di Kota Ambon.

T O A AR Y ST R ARRER | A ] S U WA NN | 0y )45y FEOCREEE PERLL
KABIEDTA BIPS | A ASANILEMIOA PTSPI MASYARAKAT DANS DITIHGEATEAN LAGI
FUFR | R GaCsR | TMGEMBANG | FERBANKAN | \upippG) | (NONPBG) | DESA UNTUE 7 BULAN TERSISA
BITAHUN 2023
e LT T Tl e LT ] o

TOTAL SUPPLY : 157 UNIT

Dan juga perlu perhatian khusus dan tingkatkan progress lagi serta pendayagunaan
potensi kolaborasi pendanaan yang variative dalam antisipasi/penyelesaian permasalahan
anggaran yang bergeser sehingga pelaksanaan PKP dapat lebih optimal di beberapa bulan
tersisa di Tahun anggaran 2023.

Dalam hal ini, Peran Pokja PKP dan Forum PKP dalam pendatan Perumahan Kota Ambon
perlu digiatkan keberfungsiaannya dalam memastikan data PKP terupdate dengan
membangun  system management pendataan yang rill time, membantu
membantu/memberikan umpan balik terhadap setiap dinamika data PKP, rutin diseminasi
informasi atas data resmi dan informasi PKP, optimalisasi kolaborasi berbagai stakeholder
untuk pendanaan PKP serta optimalkan pemanfaatan fasilitas seluruh potensi pembiayaan
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eksisting pemerintah pusat maupun daerah ( DAK Integrasi, APBD, Dana Desa dIl ). Yang
menjadi catatan juga bukan hanya terkait pendataan tapi juga perlu dukungan
pelaksanaannya dari keseriusan pemda/OPD dan stakeholder di Kota Ambon untuk
menggiatkan penyelenggaraan perumahan di Kota Ambon.

2.5. Point Hasil Sharing-Diskusi

o Disampaikan Ketua Baznas Kota Ambon: Tahun 2022 kolaborasi dengan baznaz

nasional membangun 15 unit rumah. Terkendala di sertifikat tanah (membutuhkan
biaya pengurusan Rps5 juta), akhirnya yang bisa dibantu hanya 9 rumah. Tahun depan
rencana membangun 100 rumah untuk Provinsi Maluku.
Jawab: Terima kasih pada baznas yang telah berkontribusi pada pembangunan
perumahan di kota Ambon. Diperlukan forum pkp untuk membahas hal ini dengan
BPN. Ini menjadi catatan kami agar tidak terjadi lagi, karena kita rugi tidak bisa
dibangunkan 6 rumah MBR dan juga terkait legalitas sebenarnyadi PUPR bantuan BSPS
untuk legalitas dapat digantikan dengan surat.

e Disampaikan Staff Dinas Sosial Kota Ambon: Dinas sosial tidak dapat menangani
perumahan karena sudah dilimpahkan ke dinas PKP. Peran dinas sosial sekarang hanya
memberikan data. Pengalaman pernah memberikan bantuan, tapi terkendala legalitas
tanah
Jawab: ini kasus kedua sehingga ditekankan lagi butuhnya koordinasi antar pemda
dalam menyediakan perumahan di Kota Ambon dengan koordinasi dinas lainnya agar
hal serupa tidak terjadi lagi.

e Disampaikan Dinas P3AMD Kota Ambon: Setuju harus diadakan forum PKP,
disarankan agar melibatkan desa negeri dalam koordinasi dengan BPN terkait tanah.
karena desa negeri lebih tahu terkait permasalahan tanah di desa.

Jawab: Setuju melibatkan desa negeri karena lahan di ambon ini sering terjadi
perselisihan sehingga harus didiskusikan dengan detail dengan BPN dan desa negeri.

e Disampaikan Staff DPKP Kota Ambon : Terkait data PSR akan kami tingkatkan
koordinasi lagi dan berkomitmen untuk tingkatkan progress lagi.

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 15
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2.6. Saran-Saran

1. Disampaikan TA. Perencanaan dan Kelembagaan ( diupayakan kinerja Pokja PKP dan
Forum PKP Kota Ambon perlu dioptimalkan lagi di masa Tahun 2023 ini terkait dengan
keberfungsian untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor , giatkan penyelesaian
penyusunan RP3KP , perlu turut aktif dalam mendayakan gunakan Pokja PKP dan
Forum PKP dalam mendukung pendataan baseline data perumahan yang up to date
serta tingkatkan lagi progress realisasi ).

2. Disampaikan Staff BPS Kota Ambon ( untuk badan pusat statistik sebenarnya ada
survey juga yang terkait perumahan dan kondisi kemiskinan, hal ini kedepannya
setelah datanya diolah ke Bappenas dan TNP2K data tersebut juga bisa digunakan
dalam membantu baseline penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
di Kota Ambon lebih baik lagi.

2.7. Point Kesepakatan Bersama

e Dapat mensegerakan penyelesaian penyusunan RP3KP.

e Pokja PKP dapat meningkatkan keaktivannya dan keberfungsian dalam Pelaksanaan
kinerjanya.

e Dapat mensegerakan pembentukan Forum Pokja PKP Kota Ambon.

e Dapat menggiatkan kolaborasi pendanaan yang lebih variatif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan perumahan di Kota Ambon.

e Dapat berpartisipasi aktif dalam koordinasi pendataan PSR, inputing data PSR di
SIBARU dan turut mendukung pelaksanaan pencapaian target Program Sejuta Rumah
( PSR) Provinsi Maluku.
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BAB IIl.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi
Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023,dapat disimpulkan yaitu
diantaranya sebagai berikut :

1. Pokja PKP Kota Ambon belum bekerja secara optimal hingga periode juni 2023 ini, hal
tersebut terlihat dari keberfungsiannya untuk koordinasi, sinkronisasi antar sektor dll.

2. Peran kolaborasi antar sektor dan lintas OPD masih belum optimal.

3. Terkait status RP3KP perlu disegerakan dalam penyelesaian penyusunannya agar
acuan dalam PKP dapat lebih jelas dan terarah.

4. Dalam hal penguatan data dan system informasi PKP pada baseline perumahan untuk
Kota Ambon masih terdapat beberapa data yang masih kurang dan perlu dilengkapi
lagi sedangkan terkait pelaksanaan PSR di Kota Ambon perlu tetap terus bersama-
sama giatkan pelaksanaan realisasi penyelenggaraan perumahan dengan
menggandeng pendanaan BUMN/TNI-POLRI/DANA DESA/Kementrian lainnya dll di sisa
beberapa bulan target pencapaian Tahun 2023 bukan hanya bergantung pada APBD
dan Pendanaan Pusat.

3.2. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dengan adanya Kegiatan Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi
Perumahan-Kawasan Permukiman di Kota Ambon Tahun 2023, maka rekomendasi tindak
lanjut diantaranya sebagai berikut :

e Giat optimalisasi peningkatan kinerja dan keaktifannya serta mensegerakan penyelesaian
penyusunan RP3KP Kota Ambon.

e Giat kegiatan pokja dapat melakukan kolaborasi dengan pihak swasta, pengembang,
pemdes, kementerian lainnya ataupun CSR dIl dalam hal penganggaran agar supaya tidak
hanya pertumpu pada anggaran pemerintah yang notabenya sangat terbatas.

e Pokja PKP dan Forum PKP dapat berpartisipasi aktiv dalam sharing dan mengupdate data
base perumahan secara rill-time serta melengkapi baseline perumahan yang belum
lengkap.

e Pelaksanaan PSR dapat terealisasi dengan baik di Kota Ambon dan permasalahan backlog
perumahan dan RTLH dapat teratasi di Tahun 2023. Serta Admin PKP Kota Ambon dapat
turut aktiv melakukan inputing data realisasi pelaksanaan PSR di Aplikasi Sibaru

Diseminasi Data Demand-Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan 7
Kawasan Permukiman di Kota Ambon



LAMPIRAN A

( Surat Undangan dan Jadwal Acara)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU

JI. Akuila Raya Blok 6 No 19 Perum Wayame Permai, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon | email: bpZpmaluku@pu.go id

Ambon, 8 Juni 2023

Nomor . UM.01.02-Rb17/310

Sifat . Penting

Lampiran 1 (satu) Berkas

Perihal . Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Kepada Yth :
(daftar terlampir)
Di,-

Tempat

Dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 di bidang perumahan, Pemda bersama
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku yang diharapkan mampu menggali potensi yang
ada melalui kolaborasi sektor untuk mendorong pengarusutamaan Pokja PKP yang ada baik di
tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023
mempunyai 3 (tiga) fokus utama, yaitu: 1) Peningkatan kemandirian Pokja PKP di daerah; 2)
Pengelolaan data dan sistem informasi bidang PKP; 3) Pendampingan penyusunan dan
penyelenggaraan perencanaan bidang PKP khusus bagi daerah terpilih. Ketiga substansi tersebut
perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan secara intensif dari Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan Maluku dapat mencapai target dan hasil yang diharapkan sebagai upaya
melaksanakan Amanah Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka
mendorong percepatan dan efektifitas pendataan Program Sejuta Rumah (PSR) di Provinsi
Maluku.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami informasikan rencana Diseminasi Data
Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan
diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal . Rabu, 14 Juni 2023

Waktu . 08.30 s.d selesai

Tempat . Ruang Rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Ambon

Agenda Advokasi:

a. Pendampingan Pembentukan Forum PKP dan Penguatan kapasitas kelembagaan

b. Identfikasi Data Demand dan Supply Perumahan

c. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP)

d. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Balai

PITHER PAKABU, S.T., M.Si
Nip: 19691218 199603 1005

Tembusan Kepada Yth:
1. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan
2. Direktur Rumah Umum dan Komersial

3. Kepala Subdirektorat Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan.



Lampiran 1 . Surat Kepalai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku
Nomor : UM.01.02-Rb17/310
Perihal . Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Dasar diseminasi dan advokasi;

1.

Undang-Undang No. 1 tahun 2011 pasal 131, peran masyarakat dalam Penyelenggaraan
PKP dilakukan dengan membentuk Forum PKP;

2.  UU No. 23 tentang Pemerintahan Daerah, bidang perumahan urusan wajib pelayanan dasar
yang sangat kompleks dan bersifat multi sektor. Penangananmya tidak bisa ditangani
secara sektoral, oleh karenanya harus dilakukan secara komprehensif, sinergis, dan
kolaboratif dari pusat hingga daerah.

3. PP No 14 tahun 2016 tentang PKP pasal 54, mengamanatkan adanya lembaga yang
mengkoordinasikan pengembangan PKP berupa Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Pokja PKP) pada setiap tingkatan pemerintahan;

4. Permen PUPR 12 TAHUN 2020, tetang peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP.

5. SE Dirjen Perumahan nomor 06/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

SUSUNAN ACARA
NO ACARA NARASUMBER Ma/ WAKTU
MODERATOR
Registrasi Peserta 08.30-09.00
1. | Pembukaan :
v Pembukaan v' Kepala MC
v Arahan Pimpinan BP2P Bappeda 09.00 - 09.30
Maluku v Kepala Seksi
BP2P Maluku
2. | Evaluasi; Laporan Kinerja Pokja _ '
PKP Kota Ambon Ketua Pokja PKP Panita 09.30 - 09.50
3. | Diskusi dan Tanya Jawab 09.50 - 10.00
a. Ruang Lingkup Tugas
Pokja PKP/Forum PKP /
b. Penyusunan Program .
4. Pokja PKP Panita 10.00 - 11.00
c. Pembentukan Forum PKP
d. Urgensi RP3KP TA Perencanaan &
Kelembagaan
5. | Diskusi dan Tanya Jawab Perumahan BP2P 1:50 - 12.00
Maluku
6. | ISOMA 12:00 - 13:00
Capaian Program Sejuta Rumah
7. | dan Perbaikan RTLH di Kota 13:00 - 13:30
Auibon Panita
Desk , diskusi dan tanya jawab:
8. | RP3KP, Program Pokja PKP dan 13:30 - 15:30
Capaian Data PSR Tim BP2P Maluku
9. | Penutup PPK BP2P Maluku ‘ MC 15:30




Lampiran 2 . Surat Kepalai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku

Nomor
Perihal

UM.01.02-Rb17/310
Undangan Diseminasi Data Demand dan Supply Perumahan dan Advokasi
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Surat ditujukan Kepada Yth.:

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA AMBON :

gL

Sekretaris Daerah Kota Ambon

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ambon

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
Ambon

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon

Kepala Badan Pertanahan / ATR Kota Ambon

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Ambon

Kepala Dinas Sosial Kota Ambon

. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon

. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Ambon
. Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon

. Kepala Badan Pelanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon

. Ketua Pokja PKP Kota Ambon

LEMBAGA NON-PEMERINTAH / OPD:

©EeNOO RGN

Kepala Bank BRI Cabang Ambon

Kepala Bank Mandiri Cabang Ambon

Kepala Bank Nasional Indonesia Cabang Ambon

Kepala Bank BTN Cabang Ambon

Kepala Bank Penin Cabang Ambon

Direktur PDAM Kota Ambon

Kepala PT. PNL Persero Wilayah Maluku dan Maluku Utara

Ketua BAZNAS Kota Ambon

Ketua Organisasi Masyarakat Peduli Perumahan Pemukiman Indonesia



LAMPIRAN B

( Absensi Peserta)
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LAMPIRAN C

( Dokumentasi Kegiatan)



PERUMAAN RARVAT
RMARIN

RAPAT ADVOKASI
Optimalisasi Kinerja Pokja PKP
dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat dalam
penyelenggaraan melalui Forum PKP
Kota Ambon
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( Sesi Pemaparan Materi Dari Narasumber )
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( Sesi Foto Bersama Peserta Kegiatan Diseminasi-Advokasi di Kota Ambon )



LAMPIRAN D

( BAHAN TAYANG NARASUMBER)



OUT LINE
=P

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN m

Dasar Hukum

RAPAT ADVOKASI m

. . . . . . Pengertian
Optimalisasi Kinerja Pokja PKP m
dan Kolaborasi Sinergitas Peran Masyarakat dalam Restrukturisasi Pokja PKP
penyelenggaraan melalui Forum PKP
Kota Ambon Pembentukan Forum PKP
Rabu, 14 Juni 2023 Alasan / Urgensi Pokja PKP Dan
Forum PKP
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN MALUKU
" KEMENTERIAN DALAM NEGERI
[ UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Dasar Hukum ~'§¢ TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH e

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas

/_ \ Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas
UU Nomor 1 tahun 2011 tentang PKP dan sesuai perubahannya Daerah yang melakukan L Pembantuan
UU Nomor 1 tahun 2020 tentang Cipta Kerja: penyusunan rencana
pembangunan daerah perlu _ /_»-ﬂf“?_\‘
dikoordinasikan, disinergikan /""‘ A
PP Nomor 88 tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan PKP: dan diharmonisasikan oleh y 4
perangkat daerah yang A }-ﬁ'
membidangi perencanaan iféf y Pemerintah Pusat melakukan
pembangunan dasrah (pasal m ".f £ __» | pembinaan dan pengawasan terhadap
PP Nomor 54 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan PKP dan 260) penyelenggaraan Urusan
Perubahannya PP Nomor 12 tahun 2021; \ Pemerintahan oleh Daerah (Pasal 7)

'/Belan;a Daerah di Prlontaskan
untuk mendahai Urusan
Pemerintahan Wajib yang

terkait Pelayanan dasar yang

ditetapkan dengan SPM (Pasal _

298 ayat 1 UU 23 Tahun 2014) | ——
|

rermen PUPR Nomor 12 tahun 2020 tentang Peran asyarakat dalam
Penyelenggaraan PKP.

i elenggana Pemerintahan Daerah memprioritaskan
sanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
n Pelayahan Dasar yang dilaksanakan Berdasarkan
M (,Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU 23 Tahun 2014)

|
\

...




Pengertian

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Pokja PKP Pemukiman (Pokja PKP) adalah lembaga
yang mengkoordinasikan,

(“mensinkronisasikan mengintegrasikan)

urusan Pengembangan PKP (pada tingkatan
masing-masing).
*Pasal 1 angka 5 Permen PUPR 12/2020
*Pasal 5 ayat 1 dan 3 PP 14/201

Forum PKP Forum pengembangan PKP (Forum PKP)

adalah Wadah untuk memperemukan dan
mebicarakan kepentingan bersama dalam

penyelenggaraan PKP.
*pasal 131 uu 1/2011

*pasal 16 PP 88/2014

Struktur Keanggotaan Pokja PKP Kabupaten/Kota

Pembina

Bupati/ Walikota

Tim Pengarah

Ketua Pejabat Eselon Il Sekretariat Daerah
Wakil Ketua : Pejabat Eselon Il Bappeda
Anggota

1 Pejabat Eselon Il OPD terkait; DPKP, DPU)

Tim Pelaksana

Ketua Pejabat Eselon Il Bappeda yang membidangi urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah
Sekretaris Pejabat Eselon Il OPD yang membidangi urusan PKP
Anggota Pejabat Eselon Il OPD terkait :

. Perencanaan

. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

. Pertanahan

. Lingkungan Hidup

Bidang - Bidang

. _Teknis PKP

._Sanitasi dan Air Minum

. Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

a
b
c
d
a. Kebijakan dan Strategi
b
c
d
e

. Pemantauan danEvaluasi

Struktur Pokja PKP

| Pembina |
‘ Pengarah |
[
4 |
Tim Pelaksana ‘ Ketua Pokja PKP ‘
Sekretaris
| | |
Bidang A: Bidang B: Bidang C: Bidang D, dst.:
- Koordinator Koordinator Koordinator - Koordinator
- Anggota - Anggota - Anggota - Anggota

dan Strategi

S

Bid. Kebijakan Bid. Teknis PKP Bid. Kemitraan,

Kelem & Informasi

Bid. Pemantauan
& Evaluasi

Tim Sekretariat:
- Pimpinan
- Staff

\

Struktur Dan Pembentukan Forum PKP

Forum PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas unsur:

Instansi pemerintah yang terkait dengan bidang PKP;
Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP;
Lembaga jasa keuangan (Perbankan);
Asosiasi profesi penyelenggara PKP;

Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP;

Pakar di bidang PKP;
Akademisis; dan/atau

S "0 a0 oo

berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP

Struktur organisasi Forum PKP paling sedikit terdiri atas:

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang



URTGENSI POKJA PKP DAN FORUM PKP

Alasan utama atau urgensi perlunya Pokja PKP dibentuk, baik di tingkat pusat,

provinsi, maupun kabupaten/kota, antara lain: 1 2
1. Perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan yang Melaksanakan koordinasi dan Sinkronisasi
kompleks, multisektor, dan multiaktor (pemangku kepentingan). sinkronisasi kegiatan kebijakan, strategi,
2. Terdapat gap atau perbedaan pemahaman dan pengetahuan dari perencanaan, pembangunan, program nasional
para pelaku serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengenda”;:r;::;aeizig'ngz: Tugas dan program
PKP. _ _ _ e PKP yang dilakukan oleh Pokja PKP provinsi di wilayah
. Koordinasi dan sinkronisasi antar sektor dalam penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
PKP masih belum optimal. kabupaten/kota, dan pelaku
. Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PKP masih lainnya;
lemah.
. Pengarusutamaan sektor PKP dalam dokumen pembangunan daerah 3 4
masih belum optimal/sangat minim. Mendukung Memfasilitasi
. Kualitas dokumen perencanaan terkait PKP kurang komprehensif pengarusutamaan pembentukan dan
dan kurang sinkron antara satu dengan yang lainnya (masih sangat pengembangan PKP penyelenggaraan
sektoral). dalam agendall Forum PKP
. (terkadang) Terjadi tumpang tindih atau justru kekosongan (idle) pembangunan daerg:r’] kabupaten/kota

program/kegiatan dalam penanganan kebutuhan penyediaan
layanan bidang PKP.

: Tugas dan Fungsi Fokja Forum PKP dan Pendanaan
5 Indikator Keberfungsan Pokja PKP

Tugas dan Menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat;

i fungsi: . Membahas dan  merumuskan pemikiran arah
Aktivitas Rencana Kerja pengembangan Penyelenggaraan PKP;

o Pokja Meningkatkan peran dan pengawasan Masyarakat;

\ T / . Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat atau
¥’\ Pemerintah Daerah; dan
e. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang
Penyelenggaraan PKP.

o Q

ao

Keberfungsian

Pokja PKP e
ekretariat Forum PKP
PKP (27) 12/2020
Pokja PKP (1) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP nasional
(39) 12/2020 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
Akt'VItaS. (3) Pendanaan pelaksanaan tugas Pokja PKP di tingkat
Rapat Rutin Kabupaten/Kota dibebankan pada anggaran

Dukungan

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten /Kota.
BOP



Sinergi dan Titik Temu Pemerintah dan Masyarakat

Pemerintah Daerah

(pelaksana mandat penyelenggaraan perumahan)

OPD bidang/terkait dengan perumahan

— Pokja T
Sinergi Pemeirintah Pemenuhan akses
& Masyarakat = masy untuk
perumahan
Forum PKP |

Kelompok Peduli

{Akademisi, LSM. Asosiasi tokoh masy)

Penyedia Perumahan, LJK

Masyarakat Penerima Program, penerima dampak atas
kebijakan/pembangunan perumahan

Sinergi dan Titik Temu Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam Penyelenggaraan PKP

TERIMA KASIH
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KEOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMKIMAN (POKJA PKP)
KOTA AVBON

PENILAIAN KINERJA POKJA PKP KOTA AMBON (KOTAKU)

Dinas PRKP Kota Ambon

No Aspek Indikator Bobot Nilai Batasan penilaian o] Keterangan/ Penjelasan
olga Pke/Lembaga Sejents Akt 2 JPoida kP Akt ( Aca Rencana Kerja, ada sekretariat, ada BOP, ada rapat dan ada monitoring. minimal 3 kal dalam setahun)
1 Kelembagaan Aktif Fasiitasi penanganan kumuh (Rujukan| 20% T [Pokia PKP Kurang AKGF 1 ok RS belum memik anggaren 60
ke peniian keberfungsian pokia PKP). 5 okl PX® ato emboga sejons idak okt beral
[pokumen Rencana Pencegahan dan
2 hda . kegiatannya
Dokumen Perencanaan _Peringkatan Kuaitas Permukiman ’
2 ‘Kumuh Kota Kumuh 15% T 'Ada dokumen RPZKPKP/SIAP sudah disyahian 1 |Dokumen SIAP Kota Ambon sudah disyahkan|
lisyahkan 0 [Belum ada dokumen RP2KPRP /SIAP
Regulast yang menuiaung pencegahan 2 IAda Perda Perumahan dan Kaviasan Permukiman, dan sudah di i i
5 Regulasi Penanganan (dan peringkatan kualtas permukiman | 4o |1 |Ada Perda Perumahan dan Kawasan Permukiman 5 perda Perumahan dan permukiman Kumun
muh imuh Kota/Kabupaten (Perda an sudah dimplementasikan
Permahon & Kavean Nenmukiman) o [Belum ada perca Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pengelolaan database  Pemda menggunakan data Profile 2 {sudah ada Profile Permukiman dan Permukiman Kumuh dan sudah dijadikan sebagai dasar penanganan kumuh fpudah ada profil pe";::';z’;:z"‘ﬁdw"
4 Permukiman dan permuinan don permkinan ki | 5% T udah ada T — 2 h diadian
o [Belum o Profie Permukiman dan Permukiman Kumuh ieh phhak lainnya
A_‘ " edia dan 2 lSudah ada media dan tentang penanganan kumun yang rutin
s it o it Lo .
ermukiman kumuh 0 [Belum ade_media cen tentang penanganan kumuh
FForum Kolaborast adalah bentuk .
|Ada aktifitas F
orum Kolaboras adalah bert 2 iftas Forum Kloborasi Kot Golam ket penanganan kmuh 2 o el agends ong oas
6 Forum Kolaborasi s eonpaa ok 0 % T IAda altifitas Forum Kolaborasi Kota dalam kegiatan penanganan kumuh kota N
femilki agenda yang jelas dalam 0 fTidak ada aktifitas Forum Kolaboras Kota
paya penangznan kumuh
ok o pentoion ineria BKM/LKM dolam o 2 [100 % BKM/LKM sudah kategori mandiri dan leih dari 5 % dliantaranya sudah kategorl menuju madani P —
BKM/LKM tafkab pada tahun penilian T [EKT/ LK Kategort Mandiri 100 da bk yang menuju madani
0 K/ LK dengan kategor Rorang dar 100%
5 lada usuian kegatan yang bersumber dar RPLP cn RP2KPKP yang diterima celom Musrenbang Kota/Kabupaten dan
ntegrasi jsulan kegiatan yang bersumber cari endanaan dari APBD II setiap tahunnya meningkat a beberapa usulan delam RPLP dan
P dan dierimal - RP2KPKP yang pendanaannya oleh APED.
& Han penganggaran R onoier 1506 . fda v et yan bersumber G PLP dan KK yag ditrim delom ostrang Ko Kabuptendon d PO i Lottt e el
APED
o fridak ada_usulan kegitan yang bersumber dari produk perencanaan (RPLP dan RP2KPKP) didanai olch APBD
2 umiah BKM/LKM yang melakuken kolaborasi hingga tahun peniaian lebih dari 50%
Kelaborasi Penanganan _ JUTah BKHILKM yang melakukan /LKM yang gga tahun pe
9 oo Jaborasi terhadap penanganan 5% 1 Jumlah BKM yang melakukan kolaborasi_hingga tahun penilian kurang dari 50% o
amuh 0 [Belum ada BKit yang melskukan kolaborasi hingga tshun penfaian
[Berkurangnya persentase luasan kumut 2 umiah s 80% [P luas kumuh awal sebesar 159,51 Fa,
10 Kumuh K 15% 1 jumlah dibawah 80% 1 |saatini sudah berkurang sebesar 27,42 Ha
wmuh Kab/Kota 0 i e semyengan
TotAL 50T Sedang

POKIJA PKP KOTA AMBON

SK Walikota Ambon Nomor 325 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon

Walikota Ambon
Ketua DPRD Kota Ambon

Sekretaris Kota Ambon,
etua Komisi Ill DPRD Kota Ambon,
Kadis PUPR, Kepala Bapeda, Kadis DLHP,

Kadis DPKP, Kepala BPBD , Kepala Badan

Pertanahan Kepala Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan
permukiman Kota Ambon

Ketua Pelaksana

Bidang Kelembagaan,
Kemitraan dan Informasi

Bidang Kebijakan dan
Strategi

Bidang Teknis Perumahan

dan Kawasan Permukiman Evaluasi

Bidang Pemantauan dan

Dinas PUPR Kota Ambon ‘ KepalalBRkADIKota ‘
Ambon

Ambon

Kabid PIPW Bappeda

KEBERFUNGSIAN POKJA PKP KOTA AMBON

Sekretariat

Pokja memiliki Sekretaiat (Kantor Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kota Ambon)

SEKRETARIAT POKJA
Rencana Kerja

Pokja Memiliki rencana kerja tahunan dengan target
kegiatan Skala Kawasan, Skala Lingkungan dan pemenuhan
layanan dasar <80%

RENCANA KERJA POKIA

DUKUNGAN BOP POKJA

Dukungan BOP
Belum Tersedianya dukungan BOP

© 96

MONITORING POKIA Pertemuan Rutin

Pokja Kota Ambon belum mempunyai agenda pertemuan
rutin minimal 1 bulan 1 kali. Pertemuan Pokja dilakukan
secara insidentil

POKJA PKP : BERFUNGSI

Monitoring

Pokja Melakukan Monitoring pada kegiatan Capaian

Telah Terbentuk nya Pokja PKP sesuai Permen PUPR pengurangan Kumuh, Capaian Layanan 80 % dan Kolaborasi

No.12 Tahun 2020 dengan SK Walikota Ambon Nomor
325 tahun 2021



Pengelolaan Skala Kawasan

RENCANA KERJA POKJA PKP KOTA AMBON

Uraian Kegiatan Target Support Unit Durasi
‘Waktu

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KAJIAN

Pemabahasan Rencana O dan
P dan Pengembangan
kawasan Wainitu

A Satker P2P Januari —
keterpaduan dalam pelaksanaan | Prop.Maluku, April 2023
Pengelolaan dan Pemeliharaan Tim Kotaku,
awasan Wainitu Tim TMC

ersiapan usulan emastikan seluruh persiapan Satker P2P VeritiEmR
RC)Penanganan Kumuh terkait Perencanaan skala Prop.Maluku, :

iskala kawasan dan DAK lkawasan dan DAK Tematik Tim Kotaku Juni 2023
2024 dapat dislesaikan

[Tersusunnya Dokumen Satker P2P Januari —
Perencanaan Penyelenggaraan Prop.Maluku, Desember
Perumahan dan Kawasan TanKotukn 2023
Permukiman

Penyusunan Dokumen [Tersusunnya Dokumen Satker P2P Januari —

RP2KPKPK [Penanganan Permukiman Prop.Maluku, Desember
Kumuh Menuju Permukiman i 2023
IYang Layak Huni dan Tim Kotaku

Berkelanjutan

ISU STRATEGIS PENCAPAIAN TARGET PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

1. Sosialisasi dan Pengor
Kota

Fraen o et o ST 7 et s s

|Asset Skala Kawasan (Estate : yep hEEWE i 8! p

Masyarakat/komunitas dan tingkat

lyang sudah terbangun i dan non profit, penyepak struktur Or
) (termasuk didalamnya KPP, Komunitas, Kelompok pemerhati dan
OPD), Perumusan Bisnispl. lol 1 Pembentukan
badan peng penvelolaan (bila dibutuhkan)
lAdanya Dokumen 1. Adanya Penganggaran dalam rangka penyusunan Dokumen RP3KP dan
Penyelenggaran Perumahan [Penyusunan Dokumen RP3KP dan RPZKPKPK
dan Kawasan Permukiman ~ [RP2KPKPK 2. Timeline Penyusunan Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK
(Kumuh)

Penanganan Kawasan Kumuh [Penyusunan Masterplan Kawasan
(Tuntas Kumuh) Prioritas

1. Verifikasi Penanganan Skala Kawasan Yang Belum Tuntas (Basis
RP2KPKP)

3. Legalisasi Dokumen Melalui Perda dan atau Perwali

2. Penentuan Blok/Zona Kawasan Prioritas yang belum terintervensi
(Belum Tuntas)

3. FGD Penyusunan Masterplan dan Siteplan Skala Kawasan

4. Menyusun Memorandum Program/Rencanan Investasi dengan Skema
Kolaborasi

Laporan Capaian Penanganan

5. Menyusun Dokumen Eksum dan kelengkapan RC untuk kebutuhan DAK

Integrasi dan Skala Kawasan Reguler
Kumuh Tingkat Kota Penyusunan Laporan Kinerja Pokja PKPFGD Pokja Dalam Rangka Penyusunan Laporan Kinerja Pokja PKP

RENCANA KERJA POKJA PKP KOTA AMBON lanjutan...

Uraian Kegiatan Target Support Unit Durasi
‘Waktu

KOLABORASI PENANGANAN KUMUH

asilitasi Perencanaan —
crlaksananya program dan Tim Kotaku | J3nuarl

Penanganan Kumuh Lewat | : p K h Desember

APBD.APBN, dan Pihak cgatan Penanganan Kumu 2023

Lainnya

Pembentukkan Forum PKP i—
[Adanya Wadah untuk Jar}ﬂi‘;'
Imembangun komitmen bersama 2023

keluruh stakeholder dalam
olaborasi penanganan kumuh

PENGELOLAAN DATA SIM PENANGANAN KUMUH

Integrasi MIS Dit. PKP dengan i—
g ga [Terintegrasinya seluruh data Tim Kotaku Ja““a’,'
IS Kota/Kabupaten i Juni
[Penananganan Kumuh Tingkat 2023

[Kota Oleh Pemda, dan
erlaporkan Kepada Dit.PKP

PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA POKJA PKP

REALISASI KOLABORASI PENYELENGGARAAN PKP KOTA AMBON 2021-2022

SWADAYA MASYARAKAT APBN
Rp. 1,052,000,000 < Rp. 21,053,045,000

LSM/NGO/ORGANISASI
Rp.0

DANA ALOKASI KHUSUS
Rp. 4,282,000,000

APBD |
Rp. 25,722,083,500

SWASTA/PERUSAHAAN
Rp. 380,000,000

APBD I

PERBANKAN Rp. 20,277,038,000

Rp.0

L DANA DESA
Rp. 4,983,782,000

PERGURUAN TINGGI
Rp. 0

BUMN/BUMD DANA KELURAHAN
Rp. 0 Rp. 1,193,714,000
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KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAIPELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN MALUKU

PERAN DAN TUJUAN BALAI
PADA DISEMINASI DAN
ADVORASI

Koordinasi dan .
I . Memberikan
menjamin ketersediaan

SEJUTA RUMAH ( PSR ) " data terkait perumahan
DAN PERBAIKAN RTLH i yang valid dan akurat,

Pendampingan kepada

CAPAIAN PROGRAM €
\

Pokja dalam
pengumpulan data

sesuai dengan format
DI KOTA AMBON - ‘ - basis data perumahan perumahan
‘ L Q Mewujudkan kolaborasi
6 e b~ “ e A 2 dalam pendataan perumahan

provinsi dan kabupaten/kota
~TAPP PENDATAAN MALUKU~

Membangun dan mengelola
( TILAYESPENSA.SAYAS.P.W.K )

Satu Data Indonesia ‘
bidang perumahan

-

=
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DASAR HUKUM

URGENSI !

PENYEDIAAN
PERUMAHAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28 H ayat 1 “Setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan

Tidak dapat dipungkiri kondisi populasi penduduk tia . . N .
pe P . " lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan'

tahunnya meningkat, sehingga hal tersebut berimplikasi
terhadap permintaan tiap individu akan suatu rumah
tinggal/hunian demi melangsungkan kehidupan. Hal
tersebut juga beriringan dengan status sosial tiap individu
yang memiliki keterbatasan penghasilan yang berbeda
yang mana ditambah lagi kondisi lahan dan harga rumah
ﬂ yang meningkat  sehingga  terkadang  rumah
tinggal/hunian  sulit dijangkau maupun terbatasnya

Alinea 4 “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

UU NO 1/ 2011

Data Terakhir BPS Tahun
2022 Populasi Penduduk
Tembus 265,77 Juta Jiwa

RTLH yang tinggi

Baoklog/kekurangan huniaan
yang tidak terkendali dan

sarana-prasarana pendukung perumahan/permukiman
yang memadai. Melihat hal tersebut menjadi tuntutan
yang paling penting bagi pemerintah dalam hal
penyediaan rumah tinggal/hunian bagi tiap individu
tersebut guna pemenuhan kebutuhan utama dan demi
pemerataan kesejahteraan.

Perumahan dan
kawasan permukiman

Poin Menimbang:

“...bahwa negara bertanggung
jawab melindungi segenap
bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman agar
masyarakat mampu bertempat
tinggal serta menghuni rumah
yang layak dan terjangkau...”

UU NO 39 / 1999

Hak Asasi Manusia

pasal 40:

“Bahwa setiap orang/ individu
berhak untuk bertempat tinggal
serta berkehidupan yang layak”

Perpres 3 / 2014
Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

Poin | :

Nomor 102 Pembangunan
603.516 rumah bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (Lokasi
tersebar)
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

DASAR HUKUM
PENDATAAN PROGRAM SATU JUTA RUMAH

URGENSI PROGRAM
- Jute. mhmdis,]]L;i!?;,?;?:;mﬁ:ig SEJUTA RUMAH ( PSR ) Program Sejuta Rumah( PSR ) merupakan

/ gerakan percepatan dan kolaborasi antar
i — - o pemerintah pusat dan pemerintah daerah
................. . £ 2 Peraturan Pemerintah ~ PERAN e ; ; ﬁ L4 dengan para pemangku pembangunan
2 . No. 88 Tahun 2014 z ; N
5 Pemerintah Provinsi Tentang Pembinaan PEMERINTAH - - perumahan dalz?\m menyediakan hun-|an
Penuelenaoaraan PKP (peningkelan kualtas,  PERCRAMN  FRORUNGAN . yang layak bagi masyarakat penghasilan
Pasal 17 hurufa ye1enag PTETEISTEELGS  onua  ProGRuN K .
) o _ ( Pasal 18 ayat 1 ). rendah ( MBR ) yang telah dicanangkan
Pemerintah Provinsi dalam melaksanokan pembinaan b t ) X
mempunyal wewenang: Penge‘r‘n 3”95}':15'5 em Presiden RI sejak Tahun2015 dengan
informasi dan . . ; . )
Menyusun dan menyediakan basls data h komunikasi dilakukan Pentingnya Program Sejuta Rumah capaian akhir Tahun 2022 mencapai
O e okt prosicl melalui menyusun dan (PSR) 7.288.815 unit dengan capaian Tahun 2022
1 menyediakan basis sendiri  sebesar 1.117.491 unit dan
P intah Kab t data% pemutahiran EEUEL Ll L it e L el rencananya target Tahun 2023 sebesar
emerintah Kabupaten i i
P / Pemerintah kabupaten/ kota dalam melaksanakan pembinaan data dil baCkIOQ dan penlngkatan kualitas 1.176.830 unit
Kota ; i
mempunyai wewenang: rumah tidak Iayak huni
meryusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan
Pasal 18 huruf a permukiman pada fingkat kabupaten/ kota

[T
CLL
WgE

Selain intervensi-intervensi yang telah berlangsung, terdapat beberapa isu fundamental yang membutuhkan solusi agar tidak

APU
UMUMNYA TANTANGAN SR mEmBANOIN e menghambat para stakeholder untuk berkembang.
PENYEDIAAN PERUMAHAN

e Tantangan Tantangan Sisi L Tantangan Sisi
2] Sisi Supply Demand !gg Pembiayaan
- .
- e Keterjangkauan (affordability) Keterbatasan kapasitas
Harga lahan semakin tinggi I -
* terutama daerah perkotaan masyarakat terhadap unit rumah pendanaan perbankan
masth rendah a Maturity Mismatch antara jangka
} Harga rumah meningkat pesat dan Banyak MER dan di bawah " W:::_:e:adnanaandengan
' tidak selaras dengan peningkatan MBR yang unbankable yang pembiay
penghasilan masyarakat sulit mengakses perbankan
fi |
orm ‘ Keterbatasan APBN dalam
- Jumlah pengembang masih terbatas Terdapat segmen middle income — memenuhi seluruh
i !' dan banyak pengembang yang (penghasilan 8 jt s.d 12 juta) yang | B kebutuhan/demand di lapangan
mengalami keterbatasan modal mengalami kesulitan dalam
mengakses KPR dengan suku Sektor secondary market untuk

bunga kamersil properti yang belum berkembang

Kesulitan bagi pengembang /
penghuni dalam memenuhi kebutuhan
infrastruktur dasar (jalan, air, listrik, dan
transportasi)

ISU DAN TANTANGAN PENYELENGGARAN PERUMAHAN
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak? @

SIGAP MEMBANGUN NEGERI ~ SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIAPA SIH YANG PALING
BERPERAN PENTING DALAM
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN 77?7 -o

® -

v

PASTINYA PANGGILAN BERSAMA SELURUH
LAPISAN STAKHOLDER BAIK DI PUSAT MAUPUN

DUKUNGAN POKJA PKP DAERAH/PEMDA ,
PENGEMBANG, K/L DLL .“
B v v

UL

i,

4. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs).
Target-target dari 17 Tujuan SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

T AGENDA PEMBANGUNAN

=M1
O
-ir
Tujuan ke-11 SDGs: pol
menjadikan kota dan
permukiman inklusif el
aman, tangguh, dan o
berkelanjutan -
&

Ekonomi dan Pelayanan
Membangun Linghungan Hidup.
Meningkalkan

Bencana, dan Persbaban lidim
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Sumber : Seketariat Wapres

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak? '«:,_*y

1. Amanat Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yaitu setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yaitu
“Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak".

3. Sejalan dengan Agenda Global SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 2030

* Goals 6.1.1 Akses air minum Wujud  komitmen ~ Pemerintah

- hadap pemenuhan kebutuhan
+ Goals 6.2.1 Akses sanitasi - ter D p
+ Goals 11.1.1 Akses rumah layak I dasar_ditetapkan dalam Perpres

. No. 59/2017 tentang Pelaksanaan
huni Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan

¥

Mengamanatkan perlunya sinergi
SDGs dengan RPJIMN dan RPJMD

Sumber : Seketariat Wapres

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

y,
o™

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?

6

5. Selain sebagai tempat berteduh, rumah merupakan "-;~
madrasah dan sarana membangun masyarakat yang baik $|

6. Rumah yang sehat dan berkualitas akan meningkatkan kesehatan
dan produktivitas masyarakat

7. Pembangunan sektor perumahan menyerap jutaan tenaga &
kerja

Q)

8. Pembangunan sektor perumahan memberikan dampak multiplier &
bagi banyak sektor lain &)

=0
SN

Sumber : Seketariat Wapres



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Mengapa Pemerintah Perlu Menyediakan Rumah Layak?

9. Berkontribusi pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting
(Fokus Wapres)

Ada banyak faktor yang berkontribusi pada upaya penghapusan kemiskinan ekstrem
dan penurunan stunting, di antaranya kesehatan lingkungan, terutama terkait sanitasi
dan ketersediaan air minum layak, serta rumah yang layak huni.

-

-

')

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Pemerintah menargetkan 100% rumah tangga mempunyai akses terhadap air minum layak
dan 90% rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi layak pada 2024.

-

™ Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
a Instruksi kepada Menteri PUPR:
J - Menyiapkan ketersediaan air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan;

- Memberikan bantuan perbaikan rumah/atau pembangunan rumah baru serta relokasi
pemukiman bagi keluarga miskin ekstrem.

Sumber : Seketariat Wapres

UPAYA WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM PENINGRATAN PENYELENGGARAN
PENDATAAN PERUMAHAN

Penguatan kapasitas staf Dinas PKP dalam
pendataan, pengelolaan data dan
informasi

@ renyelenggaraan Forum Data PKP
secara berkala

Pembinaan dan peningkatan kapasitas a Penyebarluasan informasi terkait hasil

i ikat
tenaga (pendukung) pendataan PKP LR L LEEn il P s o preaa

Mengalokasikan dan Mengkolaborasikan
P Nasional dalam Dokumen Perencanaan
h

Dana dan/atau Biaya Pembangunan
Perumahan Bagi MBR

‘Optimalisasi Pemanfaatan Fasiltas dan
Potensi Pembiayaan Eksisting Pemerintah
(seperti DAK Integrasi, FLPP, Dana Des3, dil)

Optimaisasi Kolaboras Berbagai Stokeholder
‘melalui Pokja dan Forum PKP Daer:
Melakukan sinergi dalam pendataan A U CE CEIn e
b o, ey W o informasi PKP (Klinik perumahan) di
multi pihak di Pokja PKP dan Forum P MengawasiPelaksanaan Kebijakan dan
Strategi Nasional pada Tingkat Daerah
(Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Membangun Sistem Manajemen Pendataan
PKP Yang Up To Date dan Valid

QQqQ

Inisiasi Program Inovatif melalui Berbagai
Program Unggulan Daerah

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PERAN PEMERINTAHPUSATDAN DAERAH P S
DALAM PENDATAAN PERUMAHAN ’ '

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan []
permukiman

2. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan

3. Membangun dan mengelola Satu Data Perumahan

PEMERINTAHAN
PUSAT

KETERLIBATAN
PEMDA SANGAT
PENTING DALAM
PENDATAAN SESUAI
AMANAT ( UU NO.1
2011 DAN PP 88
TAHUN 2014 )

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan
permukiman pada fingkat provinsi

2. Membentuk Pokja PKP dan Ferum PKP Provinsi, yang salah satunya berfungsi
sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah provinsi
uniuk mendukung penyediaan data perumahan tingkat provinsi

3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Provinsi

4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendatoan perumahan di fingkat
provinsi

PEMERINTAHAN
PROVINSI

1. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan
permukiman pada tingkat kabupaten/kota

2. Membeniuk Pokja PKPF dan Forum PKP Kabupaten/Kota, yang salah satunya
berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah
kabupaten/kota unfuk mendukung penyediaan data perumahan fingkat
kabupaten/kota

3. Menyelenggarakan Forum Data Perumahan Kabupaten/Kota

4. Mengembangkan aplikasi/ sistem informasi pendataan perumahan di tingkat
provinsi

PEMERINTAHAN
KAB/KOTA

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

DURUNGAN PEMERINTAH PADA PSR

Sisi Demand

) (Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memperoleh rumah)

Bantuan Langsung

1. Bantuan pembangunan rusunawa

2. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik peningkatan kualitas & pembangunan baru
3. Bantuan rumah khusus

Bantuan Financing (tahun 2022 sebesar Rp28 triliun
1. Bantuan uang muka (SBUM) (225.987 unit)

2. FLPP (226 ribu unit)

3. Subsidi Selisih Bunga (769.903 unit)

Kemudahan sertifikasi dan insentif perpajakan

1. Kemudahan sertifikasi di BPN dengan PTSL - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (14 hari, biaya
diatur besarannya berdasarkan SKB 3 menteri)

2. Pemotongan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan retribusi IMB (Inpres 5 Tahun
2016), pelaksanaannya diatur Perda (sekarang IMB menjadi PBG/Persetujuan Bangunan Gedung)
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DUKUNGAN PEMERINTAH PADA PSR PENGEMBANGAN SATUDATA
PERUMAHAN
q Sisi Sup_p!y

‘ (untuk meningkatkat kapasitas pengembang untuk menghasilkan rumah)

Perlu
Integrasi
Data Jamin
Kualitas
Data

Kemudahan perizinan
1. Penerbitan PP 64/2016 mereduksi perizinan hingga 44 hari untuk 11 perizinan
2. Penerbitan Permendagri 55/2017
3. Relaksasi Permenhub Bebas Andal Lalin dari sebelumnya 150 unit menjadi 300 unit
Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Bantuan dikelola oleh Kementerian PUPR Ditjend Penyediaan Perumahan. Nilai bantuan per
unit hingga Rp6,2 juta. Pengajuan bantuan PSU saat ini dapat dilakukan secara online
Insentif perpajakan
1. Pembebasan nilai PPN untuk nilai rumah tertentu (dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor
81/PMK/010.2019)
2. Penurunan PPH dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan dari 5% menjadi 2 5% untuk rumah
komersil dan 1% untuk rumah MBR (dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016)

Lra‘b..uj&..@....

Tersedianya data yang berkualitas akan membuat keputusan
yang diambil pembuat kebijakan menjadi lebih akurat dan s Keakuratan dan Kelangkapan Data Periu

tepat sasaran. Sebaliknya, informasi yang tidak akurat, dijaga dan diperhatikan agar tidak

kemungkinan besar akan membuat kebijakan yang diambil tumpang tindih

pun menjadi keliru.

PENYUSUNAN BASIS DATA e APUPR
PERUMAHAN PENDATAAN PSR

IE PENDATAAN PSR

Data rumah subsidi yang
mendapatkan bantuan PORTAL DATA PSR

program pembiayaan

sistem data yang J
Direktorat

$SPP dengan melibatkan
TAPP dan Pemerintah S

OBJEK PENDATAAN PSR

(RUMAN SUSUM RUMAN KHUSUS, ERNA LAY
RUMAH KOMERSIAL (NON MBR)
Data perumahan di doerah, melipult RUMAH SWADAYA. PSU)
dana pembangunan rumah dari
dana APED, CSR ataupun

masyarakat sendiri (swadaya).

*/ Inputing Data Sektoral Kab/Kota

PEMBANGUNAN RUMAH OLEH

Termasuk data rumah komersial
dari Bank Indonesia

Analisis dan Integrasi Data di
insi PENINGRATAN KUALTAS,
P
Provinsi hgembang o
Data rumah MBR yang tidak: RUMAH SUSUN PEMDA’
‘mendapat bantuan program

pembiayaan dan rumah Non MBR
|:| I:Il:l Integrasi Data System donverkastdeto

Akses Single Data System

=

Akses Open Data



SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Rencananya Target Tahun 2023
sebesar 1.176.830 unit

Data Capaian PSR ini merupakan data rumah
terbangun ataupun yang ditingkatkan kualitasnya
pada tahun berjalan 2023 yang dilaksanakan dari

pihak Kementerian PUPR, K/L, Pemda, Pelaku

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

NON MBR

| I el | I I

PUPR KL Lain i AT
KOTA LEMBAGA
Sikumbang
- sy @ | oavesa @ F P8 @ Jlumbane @) - sk
i i Pemds i Pemda, 6728 BF TAFERA H

H T e s Loooooi..o | Pemda 8PP

Ketarangan -

R cnic Feruntukan Rumah (MBR/Non MER)
Sumber Anggaran
Jenis Program

| Penanggungjawab Data

BALAI HARUS MEMASTIKAN KETERISIAN DATA
SETIAP BULANNYA DARI SUMBER DATA

Sudsh terintegrasi

Di isi melalui e-profil

Pembangunan ( Pengembang ) , Swasta maupun \I 1
Masyarakat melalui program perumahan di berbagai 1
| = f
sumber pembiayaan =

SIGAP MEMBANGUN NEGER!

CAPAIAN
PROGRAM SEJUTA RUMAH 2023 (MALUKU)
E  Kementerian PUPR 2,561 unit
\ / ' Kementerian Lain 20 unit

MBR Pemerintah Daerah 785 unit MBR Capaian
70% 4.372 Program
Pengembang 376 unit Unit Satu Juta
Rumah
CSR 30 unit
6.036
M t 600 uni Unit
NON MBR ' Pengembang 764 unit NO‘INB':JBR
30% c
| Masyarakat 900 unit Unit

BERITA ACARA KESEPAKATAN
TARGET PROGRAM SEJUTA RUMAH TAHUN 2023

Rapat Koordinasi Target dan Strategi Pelaksanaan
Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023

Hari/Tanggal Jumat, 17 Maret 2023

Pimpinan Direktur Rumah Umum dan Komersial

Peserta 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan

2. Para Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Pada hari Jumat tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga
(17-03-2023) di Hotel Novotel Tangerang, telah dilaksanakan Pembahasan Target
dan Strategi Pelaksanaan Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 dengan hasil
kesepakatan sebagai berikut

17 BALAI P2P MALUKU 12.201
- Provinsi Maluku 6.036
- Provinsi Maluku Utara 5.255

o DATA PERUMAHAN

JENIS

DAN —
FUNGSI
BASIS

"""""" *  Data diolah melalui sistem

TARGET SUPPLY YANG
PERLU TERCAPAI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BASIS DATA PERUMAHAN

o \

SR

4

(7]

(U] PROFIL PERUMAHAN DAN
g4 KAWASAN PERMUKIMAN

=

-

PENYUSUNAN RENCANA
PENANGANAN JANGKA
PANJANG, MENENGAH DAN
TAHUNAN MELALUI RP3KP

Basis Data Program Satu
Juta Rumah

inf i untuk hasilkan basis data E




BASIS DATA PSR PADA

FORM 1 A (PROVINSI)

Data kelembagaan perumahan dan
kawasan permukiman

Data Status Pokja/Forum Perumahan
Data Status RP3KP

Data Demand/Kebutuhan Perumahan

FORM 1B (Kab/kota)

Data kelembagaan perumahan dan
kawasan permukiman

Data Status Pokja/Forum Perumahan
Data Status RP3KP

Tahun 2023 ® Data Demand/Kebutuhan Perumahan

Data Supply/Pembangunan Tahun 2023

Perumahan Tahun 2023 ® Data Supply/Pembangunan

Data Target Perumahan Tahun 2024~ Perumahan Tahun 2023

2026 ® Data Target Perumahan Tahun 2024-
2026

biKota

Nama Dinas _: Tumanan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan

Alamat Ea—

Kontak T AL (08127)

Person

DAFTAR ISIAN PENDATAAN PERUMAHAN PROVINSI 2023

Kegiatan pendataan Perumahan ini dilakukan untuk memenuni kebutuhan data dan informasi
Perumanan. Data ini merupakan bagian dari Pembangunan Basi Data Perumahan Provinsi
sesuai UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pasal 17 dan
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan
Kawasan Permukiman pasal 18 ayat 1.

Tabel ini disi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kab/Kota, untuk

kelengkapan datanya berkoordinasi dengan Pokia PKP Kab/Kota, BPS Kab/Kota, Bappeda

kab/Kota, Dinas Sosial Kab/Kota, BKKBN kab/Kota, atau pendataan yang dilakukan KabfKota

secara mandiri. Untuk pertanyaan lebin lanjut dapat menghubungi Koerdinator Bidang Tugas

Pengelolaan Dala dan Sistem Informasi Informasi, Direktorat Sistem dan Strateqi
Perumahan a0.id

Tabel 3.4 Kriteria Penialan Bobot Perolehan Basis Data Perumahan

A : Data Kelembagaan PKP Bobot 10%
8  Data Status Pokja /Forum Perumahan Bobot 10%
c  Data Status RP3KP Bobot 10%
D : Data Demand/Kebutuhan Perumahan tahun 2022 Bobot 20%
3  Data Supply/Data Pembangunan Perumahan tahun 2022 Bobot 20%
F : Data Target Perumahan tahun 2023-2025 Bobot 20%
Verifikasi : Formulir Persetujuan Isian Pendataan PKP Bobot 10%

A TANPA PENGECUALIAN

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

FORM SUPLAI PERUMAHAN

untuk pengembang

berdasarkan pengajuan KPR untuk perbankan

berdasarkan PBG/IMB untuk dinas PTSP kab/kota

atau yang diperoleh dari dinas PKP kab/kota serta

data supply unit baru tidak melalui PBG/IMB
Form data supply berdasarkan CSR ( corporate
socfial responsibility )

® Updating Kondisi dan Realisasi Penanganan
RTLH tiap kab/kota
® Updating data geospasial

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

MEKANISME

PENYAMPAIAN/PENGISIAN FORM

PENGISIAN DATA UPDATE DARI DPKP DENGAN
KOORDINASI DATA PENDUKUNG DENGAN SUMBER
DATA LAINNYA

UPDATE PER BULAN

Form data supply unit pembangunan baru per tahun
Form data supply unit pembangunan baru per tahun

Form data supply unit pembangunan baru per tahun

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BASIS DATA PSR PADA
UMUMNYA !

Data merupakan dasar
yang penting dalam

- SirukturOrgarisas Dinas PKP Kob/Kofa perencanaan dan

- A (PKP)

Format 18 - Jumioh fisk Bangunan Rumah Lt pembuatan

Basis Data PKP  §8 log [ ) K /

[T CUGIZM - Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) eputusan
- RILH dalom Kawasan Kumuh

kebijakan pada proses
pembangunan salah
satunya dalam
penyelenggaraan
perumahan secara

Ketiga form basis data tersebut akan diinput 5 e o copson e 2022 tepat guna
ke dalam aplikasi e-profil dan nantinya 2 SBR =
sementara ini dibaharui ke SIBARU
u n a

Ibu Kota Luas Total
B Kabupaten/Kota Arvea

Fcpualauan Tanimbar Saumlald 4.465.79
Matula Tenggara Langgur 1,031 81
| Matuku Tengah Masohi 7.953.81
PETA PROVINSI MALUKU Bura Namlea 1.032.32
Kepulauan Aru Dobo 8.152.42
Scram Bagian Barat Piru 5.033.38
Seram Bagian Timur Bula 6.420.88
Matulu Barat Daya Tiakur 4.581.06
Buru Selatan Namrole 3.780.56
———— [Ambon Ambon 208.61
Tual Tual 25430
Provinsi Maluku 46.914.03

Pendataan PSR di Provinsi Maluku
akan melingkup 2 Kota dan 9 Kab

Wwﬁgb
DAVAG




PLAN SIGAP MEMBANGUN NEGERI FORM A FORHE | FORHC
’ Data
JEMIS FORH Ho KAEIKOTA Date Statar Date KET
Sratar
RPIKP .-
T4
_ Sumber i b
HO. KablKot: K s Lok: i mber oka:
abMota cgiatan Pembiars okasi HO. KablKota Kegiatan e Lok Melonabasi
BEDH Eselum Tahu Lokasi eoan [ Ese.Gorom Timur - Deza Kats Siri i fl FEFFras -1  Belum Charana | lonahiap | - EFRuramalenakap |
Dz " Maluko Tahur822  [Dianaqarkan| dataPLM] padarinzian RTLH)
3 RURAH! Rutilahy 0 APED (100 - Deca Adm Tinarin (311, [ updake borur
ATLMb:' :"m‘“}‘ s Kz Pulay Gorom-Deza Amarzchary
imbon, Kab.Maluby [50) - Dcza vdm Lakio (1) n
1 PEP Prov ialuky ;i”g‘ﬁ??gfg:é‘: APED Tangzh, l “] Kepualauan [kurang [Kuranalenakap | Helenakari
5 Kab Tanimbar, 8 Serom Bagion Timur z i - - 903 Tahun 2021 [ Rewieu Eclum ke nakap g irian farm dan
AT TARAKAT Kb B Koty R Kz Bula 15, Kea Kerup Warbela 3, Tanimbar dataFLN) padarinzianRTLH) "
MBR [2023 ] dan Kab Seram Bangunan Fumsh 5 APBD Kee Pulsi Garom 3, Kee, Kian Darat 6, Melonakapi
Eragian Timur et Kecamatan Sititau Wida Timar 6, Kac. Maluku S0d-05-257 X [kuranq Melenakari
Wamama 15 3 Feuion irian farm dan
F Foper T - - - Tengqara Tahun 2020 4ataFLH) e ren
Rutilahy PE a0 RK D3k -
Ink ” BEDAH [ KeeMaa Laker - Deza Tounwawan 650876 Tah Fi 7K ke HMelenqkapi
B i nkegrazi e 3 Ml Barae Dy | RUMARIFsishy | 40 APED (10 -Dieza Kiers (2017 , [ K. Pulan q Maluku Tenqah) AN ki publik urand irian Form dan
Kt kel Kecll PK Lot DezaTonra (10 21 davaPLH)
RFED i (10) loqd 4
123 Kelurahan Ohoijang proleqda updake torur
EBSPT KATEGOR! Provinsi don watdeh T T
3 WalukuTenagsrs | periNGKATAN APE an watdeh | staTize Eelum [heurang <Tanqkapi
T ( Kes Wassama- Daza Wamaizl , Diza 5 Eura - - N irian farm dan
KUALITAS 05| ProvinsitS ehabilitasi Lens dun Diaon Simi ). { Kecuhmbalau Tahun2022  [Dianqqarkan| daraPLM]
VTIEPL Fiumah Tus, Rumah T e A et )
dat dan Rumah 2 Sakasi ), [ KecKapak Madan, HMelenqkagpi
Bencana AlamNon [ 44 DAL Terzebar pieiiibg Dieza Fagi ). (KecHamrols Deza Elfuls| £53-332 Tahun . {Kuranglengkap |,
Alam dan Sozial | 43 i (et Fea Fafun - Dien Siarishin] i Keopulauan firu rerasruran | FETAETTan o Feuiens radormon FALHy | irian farm dan
BEDAH AFED 4
B3 Tersebar 0 Buru Selakan n
4 WslukuTengah EAEUPATE Frehabalitazi FETLH 0 Koo, Lokt el Heat ] dom 1 = Bagi & Melenabapi
REHAS RUMAH [ 5y EPED | KecPulau Haruku L Dans Dz e ) ! & 7 R - - 183 Tahun 2020 | Fenieu d:“"P':;“J irian farm dan
H Bury - - Fahabilitasi T Melenakapi
REHAE RUMAR ah Kee. Wiascama [ lokaci duca torcabar SeramEagian ridak tidak | @B0-13-BoT haanagar Kuranglenqka lenanap!
& Kepuluuan Ars EENCAN, “ #PED Warabal PET!Pumah 34 APEN dan sementara menunggy asscoment 3 i L ‘ an Bolumlonghap | - Raranalondion | dan
Sejahteroh Terpady i Timar lenakap) | lenakap) | Tahun 2oz padarinzian RTLH) .
B[K‘e: lenjua\ {Kemenzoz)- PK i an v Melenakari
EERIEAHAN S o s BEDA 10 APED HMaluku Barat 050HESE Tahun [ 0TIy rang [Kuranglengkap | ¢ 8maRap!
BANGUNAN Limbona 1 [hee " Hmban ELIIE B Belum Tohu Lakazi * Daya 2ozt kean daraPLy | Belimlenakar |y cianRTLHy | irian form dan
i Beram Bagian Barat RUMAH [ Fohok 350 Déall POKIR I ) ;1 [S & “PED Tai D A updateterar
. o e Korsultari Helenqkari
Pikiran Diewan | Exarat, Kec. Taniwel BEDAH 1 Dieza Fiditan, Kse Dullsh Utars 3 ( . [Kuranglengkap | "
Timar]. Kee airara 2 Taal BLA Rl APBD 10 Burn Selatan verasruran|Ferasreran| 128 Tahunztzt | publil Bolumlongbap | o 0Ty | wian farmdan
dun Kec Huamual ehab Humol I KelLodar Kec ELTader prolegda 4.
Bencans Sashl ™. (Ruranalenakar | Molonakagi
enganaaar| o alenabar | Melorabar
— kil Amban #Ta Tahun 2081 [ kan irian farm dan
dataFLH]
menrurun pdate torar
Melengkapi
iz Tual 45T Tahun 2020 [ Fowieu irian farm dan
4

PROGRESS PENDATAAN

PSR PROV MALURU

DATA BACKLOG DAN RTLH

Baclo Backlog | Jumlah
NO. Kab/Kota Kenemilikgan ( |pengt 7 RTLH ( K::;“S':: :J::‘: 'Z'Z':“) Keterangan
unit) n(Uniy | Unit)
1 |Kepuslauan Tenimbar] 4,656 3262 | 2,04 "
2| MalukuTenggara 2,540 719 | 623 6236
3 Maluku Tengeh 15,722 10611 | 19,355 1138
4 Bury 1317 3613 | 4212 m
s Kepulauan Aru 3,427 1664 | 4379 100
6 | Seram Bagian Barat 5,289 3789 | 5099 5,099
Seram Bagan Timur | 28042 8830 | 3441 3441
8 | MalokuBarat Daya | 3 18400 | 3481 655 Perlu
s Buru Selatan 1,168 7% | 1678 dilengkapi
10 Ambon 26,276 12,084 3,118 838
11 Tual 4,602 4602 | 259 519
132,596 68374 56,337 19,364

Data Backlog di Kota Ambon Cukup Tinggi.
Hal tersebut perlu keseriusan pemda dan

seluruh stakholder dalam upaya

menggiatkan program pembangunan

perumahan

Backlog Kepemilikan ( Biru

n Bac
Per KabKota 2023

NI

unizan ( Orange )/ Unit

RTLH ( Biru) dan RTLH dalam Kawasan Kumuh (
Orange )/ Unit Per Kab/Kota 2023

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH 2020-2022

KONDISI AWAL

159,51 Ha SK Kumuh Nomor 375

Tahun 2020

LUAS KUMUH LUAS KUMUH

2021

'REALISAS| TAHUN BERIALAN

LUAS KUMUH

-
AR

17,49 Ha

REALISAS| KUMULATIF REALISAS| KUMULATIF REALISAS| KUMULATIF

CAPAIAN PENGURANGAN KUMUH TAHUN 2020 s/d 2022 = 27,42 Ha
SISA LUASAN KUMUH KOTA AMBON SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2022 = 132, 09 Ha

Sumber Data : Collect Data BPPW

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

PROGRESS

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

RONDISI RERUMUHAN DI

KOTA AMBON

AspEK
| numeRic |
s Ketidakteraturan Banguman Lese| Un 2o 1
1. KONDIS! BANGUNAN
g b kepadatan g | ol o
e Ketidaksesumian dengan pers Teknis Banguran r2so| Um 8% 0




SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Data Backlog di Kota Ambon
Cukup Tinggi, hal tersebut
mengindikasi bahwa tingkat

SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Baclog Backlog | Jumlah Supply/Pasokan/
NO. Kab/Kota il ghuniaa| RTLH ( KJ"'“Iah:“":EIS'"‘ Keterangan demand/kebutuhan rumah  Demand/Kebutuhan PP :
unit) nUnin) | iy [Kowasan Kumeh (Unit) juga cukup tinggi di Kota Pembangunan
1 |Kepualauan Tanimbar| 4,656 326 | 274 1w Ambon 1 :
> | MalukuTenggara 2,540 719 | 62% 62%
3 | WalukuTengah 15,722 10611 | 19355 1138 : f
e e A PERBAIKAN RTLH Di Kota Ambon Masih Nampak Stagnan
s | epubniu | 3477 | te6 | 431 T WA Oari PEMDA dll dan Sampai Saat Ini masih didominasi
6 | SeramBagianBarat | 5,289 3789 | 5099 5,099 : :
7 [ SenmBagonTmur | 28042 3830 | 3441 341 dari PUPR melalui Program 3PS
8 | MalukuBaratDaya | 39,557 18,404 | 3481 655 erlu
9 Buru Selatan 1,168 796 1678 - dilengkapi Kondisi Data SUPPlﬂ
R N NET R e ™ Kota Ambon masih
ual X , K v, N
Total Keseluruhan 132,59 68374 | 56,337 19,364 . 22 Saﬁgat sedikit dan Hama . . . (e L T Jumlak Realizasi
s s ’\ tidak seimbang Permatas | 8IS Klasifik Progi Provinsi | Kab/Kota | Kecamatam N Pembangus Pembangas Tap K g
KONDISI PROGRESS PERLU ] /30 d d 2023 [ Uit ] | 100% [ Usit )
DITINGKATKAN LAGI - i engan dengan = o -
UNTUK 7 BULAN TERSISA Kn“ms' n‘“.n SUPPI.Y DY &9  kondisi demand S WARP PXE ( FANDAN Il Il Peaympin
e oM B T | S | o |t | esone | ssenon i o IS
MER MBR |Non MBR| MBR |Non MBR| MBR Non MBR MER llon MBl MER |Non MBR| MBR Non MBR  MBR HUNI PUPR ) SO — :: Parumahan
KABIKOTA | BSPS( v AY ASANILEMBA PTSPI( MASYARAKAT | DANA Frosinsi
PEMDA PENGEMBANG | PERBANKAN TELUK 16
FUPR ] GAICSR IMEIPBG ) [NONPBG) | DESA APABON T L Ptk
Ambon - - - ] ] 10 2 7 22 - - 1
TOTAL SUPPLY : 157 UNIT
AMBATAN/KENDALA N m./,o Tidak koperatifnya y - -~ STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI
sejumlah pengembang
w rumah subsidi dan KOTA AMBON

PELAKSANANAN PSR KOTA AMBON

Belum optimalnya

pemberdayaan pokja dan
forum pkp dalam membantu

mengkoordinasikan

percepatan penyampaian
pendataan

Ketergantungan Sejumlah
kegiatan penyelenggaraan
perumahan bertumpu pada
anggaran APBD, namun
realisasi APBD belum dirilis
dan fix/adanya pergeseran

Belum optimaln%a
emenuhan Data PS
erutama data jumlah
yang dibangun oleh
belum

masyarakat
memiliki NO

RN

dan alokasi dana dari

dirilis maupun alokasi

daerah dan juga tim faskel

R

B/PBG

Terlambatnya DPA
APBD yang belum

dana yang minim

4

rumah komerial dalam
‘ turut peran
penyampaian data

Keterlambatan

. enyampaian data
/bgfgab:a“‘;g‘s‘:;}:tga pertsinan dari DPMPTSP
pengembang suli pada awal bulan baru dan

menjalin kolaborasi bukabnegggﬁirgg‘?nl;egalan

maupun beberapa
keleE\gkapan ke beberapa kalkulasi PBG

Keterbatasan anggaran  yang belum lengkap terjadi kekosongan data

untuk dilaporkan dalam

untuk update terkait basis data
dengan detail naik
turunniya RTLH/Backlog

Kurang aktifnya
pen emban%, sejumlah

Tingkat kesadaran para perbankan{ mandiri )
stakeholder perumahan yang dan pemda dalam
belum merata akan peran dan memberikan data

fungsi data yang sangat penting & pembangunan rumah
strategis

STRATEGY -
o
| —

BR aang NON PBG/IMB
isi sosbudekno

arakat RTLH khususnya MBR

masg
alam mencapai target PSR

Pendampingan dan
optimalisasi Pengembang dapat terus giat
pengaktifan peran melaKukan pembangunan untuk
pokja dan forum pkp Non MBR , namun juga giatkan

rumah subsidi bagi MBR

Komitmen bersama stakholder
perumahan DPKP, Perbankan dan
dinas perzinan dll agar terpadu 1

pintu ( satu data ) rutin mengirimkan

data bulanan/updatinp ata
Untuk DPKP (Max Tgl17),

Perbankan/Perizinan ( Max Tgl 19-20

s

Pemberian kemudahan
perizinan dan
kepastian status
qualltas lahan dalam
alokasi perumahan
dalam mendukung
kolaborasi pihak
pengembang

Pokja PKP dapat bekerja sama dengan  Jejaki kolaborasi dan sinergitas program
pemerintah desa untuk berdayakan
mahasiswa KKN d Kota Ambon dalam

membantu pendataan masyarakat
MBR/NON
maupun kon

perbantuan perumahan dan kembangkan
skemarembiagaan perumahan lagi lebih
variatif dalam menggandeng peran CSR,
Baznas dan lembagakeagaaman , pihak
TNI/Polri dll

Pokja PKP dapat melakukan kerja sama
dengan pihak pemerintah desa di wilayah
kota ambon untuk memaksimakan alokasi

dana desa dalam penyelenggaran perumahan
dengan (1 desa dalam per tahun dapat
membantu/menangani 6-8 unit rumah. Serta
jaring kolaborasi acisl's data MBR di tingkat
esa

o Memaksimalkan Waktu
Zz':g@?}‘;sz Egltsaglfgr? Tersisa di Tahun 2023
alokasi khusus unt,lixk 's(e i‘"a
pendanaan dari APBD pr?;r"\ers‘g r:aliasr;si
dapat d;l:‘egt;i:i" untuk pembangunan di tiap

program dalam
pencapaian target
prognosis program

sejuta rumah

penyelénggaran
perumahan didaerah




r_ APV >
| 1 STRATEGI PELAKSANAAN PSR DI FISARHEMESREINNESERS POTRET PERTUMBUHAN AKSES RLH PADA LEVEL PROVINSI ._)
Provinsi dengan RLH di bawah rata-rata nasional
Kemudahan dad v d
percepatan Pem ab an Pokja PKPd apat, == = e = I o o -~ R
H 11 antu upda i ]l 0 2021 2 | =
penertiban PBG/IMB Komitmen bersama dalam ir:f?cmmar;% dg;;ﬂgte%tag\e Kop. Bangks Babtu 26,16% | 30,64% | 27.60% | 30.70% Patd a1
penguatan sinergitas 7 Vi 9 . Bang ng . : ! L [ae—— AT ATl s sape% 3% . .
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MELIBATKAN . SWASTA, JANGAN

SEMUANYA BERGANTUNG PADA

APBN. TAPI DILIBATKAN YANG

BN NAMANYA BUMN, DILIBATKAN

‘R\L‘JNIA USAHA YANG SEBANYAK-

BA\I':JY-AKNYA, TERUTAMA SWASTA"
)

Mendorong kepedulian dan keterlibatan publik o
dalam pengkinian (updating) data PKP

AKTUALISASI

Memastikan data PKP ter-update/ terkini

Memantau dan memberikan umpan balik terhadap setiap
pergerakan/ dinamika data PKP

Melakukan diseminasi informasi atas data resmi dan informasi PKP

Mendorong pewujudan/ pembentukan pusat layanan
data dan informasi PKP di daerah

o
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI
- Keseriusan Dukungan DPKP dan
““" k“‘ semua stakholder/OPD dalam
‘_‘“/ mendukung pendataan
perumahan guna
pengembangan satu data untuk
Pendayagunaan dari hasil launcing penyelenggaraan perumahan
aplikasi Baileo Maluku ( integrasi
penyamaan hal variable atau
indicator ) data perumahan yang

telah mulai diprakasari oleh PKP
Prov Maluku, )

Penyediaan data Qo 7
perumahan yang faktual, "&
L)
terbary, dan dapat 3

dipertanggungjawabkan.
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SIGAP MEMBANGUN NEGERI

KOMITMEN
= APA LAGI YANG
PERLU DI
SUSUN

Seluruh Stakholder ( DPKP,
PTSP, Pengembang dIl dapat,
rutin penyampaian data
rutin terupdate tiap

bulannya

Mengalokasikan dan Kolaborasi Dana
Perumahan Bagi MBR dalam skema
pembiyaan yang variatif ( Baznas,
Keagamaan, CSR, Dana Desa dit)

Turut Update data
terbaru dan juga dapat
menyampaikan
kendala/hambatan agar
dicari solusi

penyelesaian bersama

OOKUMENTAS] KOORDINASI
PENOATAAN PSR Prov
Maluku
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